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MARISYA NUR FITRIYANI. Pengaruh Corporate Governance dan
Profitabilitas (ROA) terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan
Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2016. Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta. 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance dan
profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan perbankan.
Penghindaran pajak sebagai variabel terikat dalam penelitian ini di proksikan
dengan Cash Effective Tax Rates (CETR). Sedangkan variabel bebas dalam
penelitian ini yaitu corporate governance di proksikan dengan nilai komposit self-
assessement perbankan dan profitabilitas di proksikan dengan Return On Assets
(ROA). Periode dalam penelitian ini selama 2 tahun 2015-2016. Penelitian ini
menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dari Bursa Efek Indonesia
(BEI). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan sampel adalah simple random
sampling dan diperoleh 34 sampel perusahaan perbankan dari total 43 populasi.
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dan uji
hipotesis yang terdiri atas uji t dan uji F.
Hasil uji T menunjukkan bahwa corporate governance dan profitabilitas
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dari
hasil uji F menunjukkan corporate governance dan profitabilitas secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.




MARISYA NUR FITRIYANI. The Influence of Corporate Governance And
Profitability (ROA) on Tax Avoidance Practices of Banking Companies Listed In
BEI Period 2015-2016. State University of Jakarta. 2017.
This research studied the impact of corporate governance and profitability on tax
avoidance practices of banking companies. Tax avoidance (dependent variable) is
measured by Cash Effective Tax Rates (CETR). While the independent variable
are the corporate governance is measured by composite value of banking self-
assessment and profitability is measured by Return on Assets (ROA). Period used
are two years, from 2015 to 2016, using secondary data such as annual report
published by Bursa Efek Indonesia (BEI). The techniques used for sampling is
simple random sampling, hence 34 banking companies with a total population of
43. The data analysis technique used was multiple linear regression, and the
hypothesis test consist of t-test and F-test.
T-test results showed that the corporate governance and profitability have
negative and significant influence on the tax avoidance. While the F-results the
corporate governance and profitability simultantly has significant influence on
the tax avoidance.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Salah satu sumber utama dalam penerimaan negara ialah berasal dari
pajak. Bagi negara-negara didunia khususnya negara berkembang, pajak
merupakan unsur yang paling penting untuk menopang anggaran penerimaan
negara. Oleh karena itu pemerintah menaruh perhatian yang begitu besar
terhadap sektor pajak.
“Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun
2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.”
Namun, usaha pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan
dalam sektor pajak ini bukanlah tanpa kendala.
Tabel I.1
Targetdan realisasi pajak selama 5 tahun terakhir1
Tahun Target Realisasi
2012 : 96,4 persen Rp1.016 triliun Rp981 triliun
2013 : 92,9 persen Rp1.159 triliun Rp1.077 triliun
2014 : 92,1 persen Rp1.246 triliun Rp1.147 triliun
2015 : 83,0persen Rp1.489 triliun Rp1.236 triliun
2016 : 81,6 persen Rp1.355 triliun Rp1.105 triliun
Sumber: Data diolah penulis, 2017
1https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286 dan http://www.kemenkeu.go.id diakses pada
tanggal 28 Maret 2017
2Segala upaya dikerahkan untuk mencapai target perpajakan. Akan
tetapi, hambatan yang ditemui juga tidak sedikit. Ada 3 hambatan penyebab
belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia yang disampaikan oleh
mantan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Fuad Rachmany yaitu yang
pertama; tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan pribadi dalam hal
membayar pajak masih sangat rendah, kedua; penerimaan pajak masih
didominasi sektor formal dan besar, ketiga; kapasitas kelembagaan masih
terbatas.2
Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah salah satu cara untuk
menghindari pajak secara legal dengan tidak melanggar peraturan perpajakan
yang berlaku. Penghidaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan
unik karena disatu sisi diperbolehkan, namun tidak diinginkan karena aktivitas
ini otomatis akan mengurangi penerimaan pajak negara.
Pajak merupakan hal yang krusial, baik itu dari segi pelaksanaan,
pemungutan maupun peraturan perundang-undangannya. Sementara bagi
perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan
perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi itulah yang menyebabkan
banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak
dibayar salah satunya dengan cara penghindaran pajak (tax avoidance). Selain
itu, penghindaran pajak perusahaan juga sering kali dilakukan karena belum
adanya peraturan atau undang-undang yang secara tegas mengatur batasan-
2Ridho Syukro, “Dirjen Pajak: Tiga Alasan Penerimaan Pajak Rendah”
http://www.beritasatu.com/ekonomi/151417-dirjen-pajak-tiga-alasan-penerimaaan-pajak-rendah.html diakses
pada tanggal 28 Maret 2017
3batasan aktivitas tax avoidance dalam suatu perusahaan. Adanya celah pada
peraturan perpajakan tersebut akhirnya menyebabkan masih banyaknya wajib
pajak yang dapat menghindari kewajiban membayar pajak dengan alasan tax
avoidance yang dilakukan masih dalam koridor undang-undang.
Terdapat beberapa kasus penghindaran pajak yang telah terjadi dan
terungkap. Yang pertama pada kasus perusahaan besar Google. Nama
perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS) ini langsung booming
karena masuk kedalam daftar perusahaan asing yang mengemplang pajak di
Indonesia. Google ditaksir telah menunggak pajak yang mencapai Rp 5,5
triliun dalam kurun waktu 5 tahun. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan
oleh Google adalah menggunakan skema tax planning dengan memanfaatkan
sistem perpajakan negara lain yang dinamakan double irish dutch sandwich.3
Selain kasus Google, penghidaran pajak juga dilakukan oleh
perusahaan IKEA dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1
miliar dolar AS. IKEA sengaja memindahkan dana dari gerainya di seluruh
Eropa ke anak perusahaannya di Belanda. Hal itu dilakukan agar mereka
terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg. Hal tersebut dilakukan
perusahaan dalam kurun waktu 2009 hingga 2014.4 Dari contoh-contoh kasus
tersebut dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak bukanlah hal yang asing
lagi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik diluar maupun dalam negeri.
3Fiki Ariyanti, “Membongkar Strategi Penghindaran Pajak Google di Dunia”
bisnis.liputan6.com/read/2626083/membongkar-strategi-penghindaran-pajak-google-di-dunia diakses pada
tanggal 11 Mei 2017
4 Aprillia Ika, “Komisi Eropa Selidiki Kasus Penghindaran Pajak oleh IKEA”
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/02/16/101041226/komisi.eropa.selidiki.kasusu.penghindaran.paj
ak.oleh.ikea diakses pada tanggal 28 Maret 2017
4Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya praktik
penghindaran pajak (tax avoidance), yang pertama yaitu corporate
governance.
PT RNI (Rajawali Nusantara Indonesia), menjalani proses pemeriksaan
oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus.
Perusahaan yang memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia ini diduga
telah melakukan usaha-usaha penghindaran pajak. Utang sebesar Rp 20,4
miliar tercatat di dalam laporan keuangan PT RNI 2014. Sementara, omzet
perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Selain itu pada laporan di tahun yang sama
terdapat kerugian ditahan sebesar Rp 26,12 miliar. Menurut Menteri Keuangan
Bambang PS Brodjonegorodari segi laporan keuangan ini sudah tidak logis.
Karena itu dilakukanlah pemeriksaan oleh Kanwil DJP Khusus. 5 Kasus
tersebut merupakan salah satu contoh bahwa corporate governance belum
sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Khususnya
pada komite audit yang berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan
keuangan dan pengawasan internal.
Faktor yang kedua adalah profitabilitas. Penghindaran pajak sudah
biasa dilakukan perusahaan global dengan cabang di berbagai negara. Caranya
usang tapi selalu berhasil, yaitu:6
5Sri Lestari, “Terkuak Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan Asal Singapura”,
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusah
aan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura diakses pada tanggal 17 Maret 2017
6Chazizah Gusnita, “Penghindaran Pajak Perusahaan Global di Dunia”,
https://www.merdeka.com/peristiwa/penghindaran-pajak-perusahaan-global-di-dunia.html diakses pada
tanggal 28 Maret 2017
51. Pembayaran biaya manajemen royalti atas Hak Atas Kekayaan Intelektual
(HAKI) atas logo dan merek kepada perusahaan induk. Royalti yang
ditingkatkan akan meningkatkan biaya pula,sehingga mengurangi laba
bersih yang pada akhirnya PPh badan juga akan turun.
2. Pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup.
3. Menjual atau berhutang obligasi kepada afiliasi perusahaan induk serta
membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi.
4. Melakukan penggeseran biaya usaha ke negara bertarif pajak tinggi (cost
center) seperti Inggris serta mengalihkan profit ke negara bertarif pajak
rendah (profit center) seperti Bermuda.
5. Penarikan dividen yang lebih besar dengan menyamarkan biaya royalti dan
jasa manajemen dengan tujuan menghindari pajak korporasi.
6. Mengecilkan omzet penjualan.
Dari berita diatas dapat kita lihat bahwa profitabilitas selalu berkaitan
dengan pajak sehingga perusahaan cenderung memainkan profitnya untuk
melakukan penghindaran pajak.
Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah
ukuran sebuah perusahaan. Menurut Sri Mulyani Indrawati, untuk melawan
penghindaran pajak, negara-negara di dunia harus memiliki kebijakan yang
transparan, kapasitas administratif untuk mengidentifikasi transaksi yang
mencurigakan, serta kemampuan untuk melakukan pengawasan pajak yang
efektif. Berdasarkan data United Nations Conference on Trade And
Development atau yang biasa disingkat UNCTAD, lebih dari 60 persen
6perdagangan global terjadi dalam grup perusahaan multinasional. Inilah yang
menciptakan potensi kegagalan dalam melaporkan keuntungan serta
mengalihkan keuntungan dari yurisdiksi pajak-tinggi ke pajak-rendah. Hal ini
sering dilakukan melalui penghindaran pajak ilegal. Namun terkadang, hal ini
juga dilakukan melalui bentuk penghindaran pajak legal dan manipulasi,
termasuk perdagangan dan transfer ‘mispricing'; pembayaran meragukan
antara perusahaan induk dengan anak usahanya, serta mekanisme pemindahan
laba yang dirancang untuk menyembunyikan pendapatan.7
Dari berita diatas dapat kita ketahui bahwa grup perusahaan
multinasional lebih cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak baik
yang legal maupun illegal. Hal tersebut karena semakin besar ukuran
perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi
hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada
untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi seperti pendapat
dewi dan jati dalam penelitiannya terkait tax avoidance.
Kemudian, faktor keempat yang dapat mempengaruhi penghindaran
pajak adalah Corporate Social Responsibility (CSR). Terdapat hubungan
negatif antara CSR dan pajak yang selaras dengan pandangan perusahaan
sebagai kumpulan kontrak (aggregate view). Paham ini menjelaskan, fungsi
yang berlegitimasi dari perusahaan hanyalah memaksimalkan laba pemegang
saham, dan setiap aktivitas CSR yang tidak terkait dengan maksimisasi laba
jangka panjang adalah potongan yang tidak berlegitimasi kepada pemegang
7 Kemenkeu, “Bank Dunia Ingatkan Mengenai Penghindaran Pajak”
http://www.kemenkeu.go.id/Berita/bank-dunia-ingatkan-mengenai-penghindaran-pajak diakses pada tanggal
17 Maret 2017
7saham, tanpa diikuti akuntabilitas demokrasi. Dengan demikian, dilakukannya
CSR oleh manajemen perusahaan mungkin bertujuan untuk memperkecil
pajak terutang. Kemungkinan besar perusahaan akan mengkompensasikannya
dengan melakukan penghindaran pajak kalaupun CSR dilakukan oleh
perusahaan,.8
Faktor kelima ialah karakter eksekutif. Dalam berita dengan judul
“Lotte dihantam kasus penggelapan dan penghindaran pajak” dituduhkan
bahwa lima anggota keluarga pendiri Lotte serta Chairman Shin dan ayahnya
telah bersama-sama menghindari kewajiban membayar pajak dengan total
USD76 juta atau setara dengan Rp988.38 miliar dan menggelapkan dana
perusahaan sebesar USD46 juta. Jaksa mengatakan anggota keluarga Shin
menyebabkan kerugian perusahaan mencapai USD123 juta karena dinilai
menggunakan pengaruh mereka untuk menguasai dana perusahaan dan
membuat keputusan dalam kepentingan sendiri dibandingkan pemegang
saham.9 Hal tersebut menunjukkan bahwa karakter dari pemimpin perusahaan
juga akan mempengaruhi tindakan-tindakan penghindaran pajak demi
tercapainya kepentingan individu.
Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan
oleh beberapa penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis tertarik
meneliti karena masih sangat beragamnya hasil penelitian mengenai
penghindaran pajak. Terlebih lagi, penghindaran terhadap pajak merupakan
8 Dudi Wahyudi, “Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR)
terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia”, Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com) Edisi 2 No. 4,
Okt – Des 2015, p.05 – 17
9 Anto Kurniawan, “Lotte Dihantam Kasus Penggelapan dan Penghindaran Pajak”,
https://ekbis.sindonews.com/read/1148568/35/lotte-dihantam-kasus-penggelapan-dan-penghindaran-pajak-
1476885876 , diakses pada tanggal 11 Mei 2017
8isu global yang saat ini sangat banyak dilakukan pada perusahaan-perusahaan
di Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut maka, penulis melakukan penelitian dengan
judul “PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN
PROFITABILITAS (ROA) TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN
PAJAK (TAX AVOIDANCE)”
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
dapat diidentifikasikan beberapa faktor yang mempengaruhi praktik
penghindaran pajak, yaitu :
1. Corporate governance belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan di Indonesia
2. Profitabilitas yang beragam
3. Ukuran perusahaan yang semakin besar akan semakin kompleks
4. Pengungkapan Corporate social responsibility yang belum maksimal
5. Serta karakter eksekutif yang berbeda-beda (risk taker dan risk averse)
C. Pembatasan Masalah
Dari berbagai masalah yang telah diidentifikasikan di atas, masalah
penghindaran pajak merupakan masalah yang sangat kompleks dan menarik
untuk diteliti. Namun karena keterbatasan pengetahuan peneliti, serta ruang
lingkupnya yang cukup luas, maka peneliti membatasi masalah yang akan
9diteliti pada “Pengaruh Corporate GovernanceDan Profitabilitas Terhadap
Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)”. Penelitian ini akan
menggunakan nilai komposit sebagai proksi corporate governance mengacu
pada penelitian Suardijaya (2014)yang diperoleh dari hasil self assessment oleh
perbankan sesuai dengan PBI No. 13/1/PBI/2011. Profitabilitas menggunakan
ROA dan tax avoidance menggunakan proksi CETR (Cash Effective Tax Rate).
D. Rumusan Masalah
1. Apakah terdapat pengaruh corporate governance terhadap praktik
penghindaran pajak (tax avoidance)?
2. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap praktik
penghindaran pajak (tax avoidance)?
3. Apakah terdapat pengaruh corporate governance dan profitabilitas (ROA)
terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance)?
E. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan berguna bagi:
1. Peneliti
Sebagai bahan kajian ilmiah, dalam bidang akuntansi khusunya lingkup
perpajakan yang berkaitan dengan penghindaran pajak.
2. Akademisi
10
Dapat memberikan kontribusi literatur sebagai tambahan pengetahuan,
bahan bacaan serta bekal dalam mengetahui praktik penghindaran pajak di
Indonesia. Dan dapat juga sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin
melakukan penelitian serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian
selanjutnya yang berkaitan tentang praktik penghindaran pajak.
3. Perusahaan
Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan
pertimbangan untuk berhati-hati serta menggunakan prinsip yang berlaku





1. Penghindaran Pajak/ Tax Avoidance
a. Pengertian Penghindaran Pajak
Pajak menurut S.I. Djajadininggrat ialah suatu kewajiban
menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan
suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan
tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang
ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa
timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara
kesejahteraan masyarakat secara umum.10 Sedangkan menurut Prof. Dr.
Rochmat Soemitro, SH., pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan Undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.11
Dari definisi-definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa
pajak memiliki unsur-unsur, yaitu:
1) Iuran dari rakyat kepada negara.
2) Berdasarkan undang-undang.
10Siti Resmi, Perpajakan teori dan kasus Edisi 7 (Jakarta: Salemba Empat, 2013), Hal. 1
11Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), Hal. 1
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3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara
langsung dapat ditunjukkan.
4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yang
bermanfaat bagi masyarakat luas.
Terdapat beberapa pengertian penghindaran pajak yang
dikemukakan oleh beberapa ahli dalam Moh. Zain:12
Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak
(apakah berhasil atau tidak) untuk mengurangi atau sama sekali
menghapus utang pajak, yang tidak melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. (Harry Graham Balter)
Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa
sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban
pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak
yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak
merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau
secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak
untuk mengurangi, menghindari, meminimkan, atau meringankan
beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang
Pajak. (Ernest R. Mortenson)
Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilan
secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan
12 Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu (Jakarta: Kencana,
2006), Hal. 117
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perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak
yang terutang. (N. A. Barr, S. R. James, A. R. Prest)
Penghindaran pajak merupakan cara mengurangi pajak yang masih
dalan batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan.
(Robert H. Anderson)
Sementara itu tax avoidance menurut Lyons Susan M dalam Erly
Suandy, yaitu:13
"Tax avoidance is a term used to describe the legal arrangements
of tax fair's affairs so as to reduce his tax liability. It's often to
pejorative overtones, for example it is use to describe avoidance
achieved by artificial arrengements of  personal or bussiness affair
to take advantage of loopholes, ambiguities,anomalies or other
deficiencies of tax law. Legislation designed to counter avoidance
has become more commonplace and often involves highly complex
provision".
Sedangkan menurut Irwansyah, tax avoidance (penghindaran
pajak) yaitu WP tidak melanggar peraturan undang-undang perpajakan
dalam memenuhi kewajiban pajak yang berlaku secara taat hukum
(lawfull). Dimana tax avoidance adalah suatu langkah perencanaan
13 Erly Suandy, Perencanaan Pajak (Jakarta: Salemba Empat, 2011), Hal. 7
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pajak yang sehat atau tax affair yang masih tetap berada dalam koridor
ketentuan perpajakan yang berlaku (lawfull).14
b. Dasar Praktik Penghindaran Pajak
Membayar pajak bukanlah tindakan yang sederhana namun
terdapat banyak hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya, tidak ada
satu orang pun yang senang membayar pajak dan potensi untuk
bertahan terhadap pembayaran pajak sepertinya sudah melekat pada diri
WP sesuai asumsi Leon Yudkin yang mengatakan:15
1) wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang
terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh
peraturan perundang-undangan.
2) wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (tax
evasion) yaitu usaha penghindaran pajak yang terutang secara
illegal, sepanjang mereka mempunyai alasan yang meyakinkan
bahwa akibat dari perbuatannya tersebut kemungkinan besar
mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-
rekannya melakukan hal yang sama.
Memang benar, pada hakikatnya pembebanan pajak oleh
pemerintah yang berbentuk pungutan pajak terhadap wajib pajak
merupakan pengabdian dan perwujudan kewajiban dan peran serta WP
secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan
14 Irwansyah Lubis, Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat (Jakarta: PT Elex Media
Komputindo, 2011), Hal. 6
15Mohammad Zain, Manajemen Perpajakan Edisi 3 (Jakarta: Salemba Empat, 2007), Hal. 43
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yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional,
tetapi dilain pihak pembebanan pajak tersebut tentunya tidak melebihi
beban pajak yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku, seperti yang
dikemukakan oleh Hakim Learned Hand sebagai berikut:16
“Berulang-ulang kali pengadilan menyatakan bahwa tidak ada
suatu ancaman hukuman apa pun dapat diberlakukan terhadap
barang siapa yang mengatur pengenaan pajaknya seminimal
mungkin. Setiap orang, apakah orang itu orang miskin atau orang
kaya sekalipun akan berbuat demikian, karena tidak seorang pun
berkewajiban memenuhi kewajiban perpajakannya melebihi apa
yang ditentukan oleh perundang-undangan perpajakan. Pajak
adalah pungutan yang didasarkan pada pelaksanaan perundang-
undangan perpajakan secara benar dan bukan merupakan kontribusi
yang sifatnya sukarela”.
Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa melakukan
perencanaan pajak dengan tujuan untuk mengefisienkan jumlah pajak
yang akan ditransfer ke pemerintah bukan suatu hal yang dilarang
sepanjang tidak melanggar ketentuan danperaturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku, yaitu melalui apa yang disebut
sebagai penghindaran pajak (tax avoidance).
c. Karakter Penghindaran Pajak
Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang
pajak yang bersifat legal (lawful), maka dari itu persoalan penghindaran
pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi
16 Ibid., Hal.44
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penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran
pajak tidak di inginkan.
Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation
and Development (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran
pajak, yaitu:17
1) Adanya unsur artificial di mana berbagai pengaturan seolah-olah
terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena
ketiadaan faktor pajak.
2) Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari
undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal
untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya
dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3) Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana
umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk
melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak
menjaga serahasia mungkin (Council of Executive Secretaries of
Tax Organizations, 1991)
d. Cara-cara Penghindaran Pajak
Melakukan penghindaran pajak secara legal/lawful dengan cara
menggunakan peluang-peluang (loopholes) dan alternatif-alternatif
yang terdapat dalam ketentuan perpajakan antara lain:18
17Tulis S. Meliala dan Francisca Widianti Oetomo, Perpajakan dan Akuntansi Pajak, Edisi 7 (Jakarta:
Penerbit Semesta Media, 2012), Hal. 277
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1) Pemilihan bentuk usaha yang sesuai
2)Mendirikan usaha dalam satu jalur usaha sehingga dapat
mengatur besaran beban dan potensi pajak yang mungkin timbul
3)Menyebar penghasilan ke beberapa periode tahun untuk
menghindari pengenaan lapisan kena pajak yang tertinggi
4) Pemanfaatan insentif pajak
5)Pemilihan metode balas jasa kepada karyawan dengan
menggunakan metode yang lebih menguntungkan
Banyak perusahaan yang bertujuan melakukan perencanaan pajak
(tax planning) untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh
perusahaan. Kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara
lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Jika
penghindaran pajak telah melebihi batas atau melanggar hukum dan
ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke
dalam penggelapan pajak (tax evasion).
e. Indikator (Dasar Pengukuran) Penghindaran Pajak (tax avoidance)
Pada umumnya, pengukuran tax avoidance sulit dilakukan. Hal
tersebut karena dalam pengukuran tax avoidance dengan pendekatan
langsung dibutuhkan data pembayaran pajak dalam SPT PPh yang sulit
diperoleh di lapangan karena bersifat rahasia. Oleh karena itu,
pengukuran terkait tax avoidance dapat dilakukan dengan pendekatan
18Nuramalia Hasanah dan Indra Pahala,Manajemen Pajak (Jakarta: Lembaga Pengembangan
Pendidikan UNJ, 2015), Hal.8
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tidak langsung seperti yang di ungkapkan oleh Hanlon dan Heitzman.
Menurut Hanlon dan Heitzman, proksi yang digunakan dalam
mengukur penghindaran pajak yaitu aktivitas tax shelter, tarif pajak
efektif dan book-tax difference. Dengan penjelasan sebagai berikut:19
1) Aktivitas tax shelter
Aktivitas tax shelter merupakan suatu cara mengatur bisnis
denganmengurangi pajak yang harus dibayar pada pendapatan
saat ini.
2) Tarif pajak efektif
Tarif pajak efektif atau effective tax rate(ETR)yaitu pada
dasarnya adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak
yangditanggung oleh perusahaan. ETR dihitung atau dinilai
berdasarkan padainformasi keuangan yang dihasilkan oleh
perusahaan sehingga ETRmerupakan bentuk perhitungan tarif
pajak pada perusahaan. Selain itudalam ETR ada yang dikenal
juga dengan Cash ETR. Secara konsep tidakjauh berbeda ETR
dengan Cash ETR. ETR yaitu perbandinganantara beban pajak
perusahaan pada pendapatan sebelum pajakperusahaan.
Sedangkan pada Cash ETR adalah perbandingan antara kaspajak
riil yang perusahaan bayarkan pada pendapatan sebelum pajak.
Perbedaan ETR dengan Cash ETR yaitu dalam ETR melihat
bebanpajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan, sedangkan
19 Michelle Hanlon dan Shane Heitzman, “A Review of Tax Research”, Journal of Accounting and
Economics Conference, 2010
19
cash ETRmengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan
saat ini olehperusahaan.
3)Book-tax difference
Book tax difference adalah perbedaan besaran laba akuntansi
atau labakomersial dengan laba fiskal atau penghasilan kena
pajak.
Dari beberapa penjelasan tentang penghindaran pajak diatas dapat
disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah suatu usaha yang dilakukan
oleh Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajak seefisien mungkin dengan
cara memanfaatkan celah-celah (loopholes) yang ada dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga praktik
tersebut masih tergolong legal. Penghindaran pajak dapat diukur dengan
proksi yaitu aktivitas tax shelter, tarif pajak efektif dan book-tax
difference.
2. Corporate Governance
a. Pengertian Corporate Governance
Menurut Sutojo dan John Aldridge kata governance diambil dari
kata latin, yaitu gubernance yang artinya mengarahkan dan
mengendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis kata tersebut diadaptasi
menjadi corporate governance yang artinya sebagai upaya
20
mengarahkan (directing) dan mengendalikan (control) kegiatan
organisasi termasuk perusahaan.20
Dikutip dari Daniri,Cadbury Comitte menjelaskan corporate
governance sebagai prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan
korporasi dengan tujuan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan
serta kewenangan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara
kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung
jawabannya kepada shareholders khususnya dan stakeholders pada
umumnya.21
Selanjutnya pengertian corporate governance berdasarkan
Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 adalah:
“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN
untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas
perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka
panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder,
berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”
Sedangkan menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia
(FCGI) pengertian corporate governance adalah:22
“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang
saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para
pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan
20 Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge, Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan
Yang Sehat), cetakan Pertama, (Jakarta: PT Damar Mulia, 2005), Hal.1
21Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance –Konsep dan penerapannya dalam konteks
Indonesia, (Jakarta : PT Ray Indonesia, 2005), Hal.7
22FCGI, Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan. Edisi Ketiga, (Jakarta, 2001), Hal.3
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dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu
sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan
corporate governance ialah untuk menciptakan pertambahan nilai
bagi semua pihak pemegang kepentingan”.
b. Prinsip-prinsip Corporate Governance
Agoes mengemukakan dalam kaitan tumbuhnya kesadaran akan
pentingya Corporate governance, maka OECD telah mengembangkan
prinsip Good Corporate Governance dan dapat diterapkan secara luwes
sesuai keadaan, budaya dan tradisi masing-masing negara. Prinsip-
prinsip corporate governancetersebut terdiri dari 5 (lima) komponen
yaitu:23
1) Keadilan (Fairness)
Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan
untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan.
Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktik-
praktik tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang
merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan
keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang
menganung benturan kepentingan. Perlakuan yang sama
terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham
minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan
23 Sukrisno Agoes, Auditing. Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik, Buku Satu
(Jakarta; Salemba Empat, 2012), Hal.15
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informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak
sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.
2) Transparansi (Transparency)
Prinsip ini informasi harus diungkapkan secara tepat waktu
dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan
keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan
perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan
secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang
saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga
nilai pemegang saham dapat ditingkatkan. Hak pemegang
saham, yang harus diberi informasi benar dan tepat waktu
mengenai perusahaan, dapat berperan serta dalam pengambilan
keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan
memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pengungkapan
yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua
hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta
pemegang kepentingan.
3) Akuntabilitas (Accountanbility)
Prinsip ini memuat kewenang-wenangan yang harus
dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-
kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholder lainya.
Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan
perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan
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oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas
keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada
direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan
dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas
keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.
Tanggung jawab manajemen pengawasan efektif berdasarkan
keseimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham,
dewan komisaris dan auditor, merupakan bentuk pertanggung
jawaban manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham.
4) Pertanggungjawaban (Responsibility)
Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan
manajer perusahaan hendaknya melaksakan kegiatannya secara
bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya
dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan
pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah
disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi,
kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan. Peran
pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh
hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta
pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan
kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
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5) Kemandirian (Indpendency)
Prinsip ini menurut para pengelola perusahaan agar dapat
bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang
dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang
tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku.
Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus
tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholder
yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan
perusahaan.
c. Manfaat Corporate Governance
Salah satu akar krisis ekonomi di Indonesia ialah buruknya kinerja
perusahaan-perusahaan terutama yang terdaftar di bursa, salah satunya
disebabkan oleh berbagai praktik kecurangan yang dilakukan oleh para
eksekutif perusahaan-perusahaan tersebut. Praktik manipulasi ini dapat
merugikan para investor sehingga akibatnya akan berkurang
kepercayaan investor pada institusi pasar modal tersebut. Dengan
Corporate Governance yang baik diakui dapat memberikanbanyak
manfaat baik perusahaan maupun pihak lain yang mempunyai
hubungan langsungdan tidak langsung dengan perusahaan.
Menurut Tjager dkk, paling tidak terdapat 5 alasan mengapa
penerapan GCG itu bermanfaat :24
24Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, Etika Bisnis dan Profesi, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
Hal.106
25
1) Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh Mckinsey &
Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih
menaruh kepercaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia
yang telah menerapkan GCG
2) Berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan
antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di
Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. Dengan
menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi
krisi finansial yang terjadi dalam suatu perusahaan.
3) Internasional pasar-termasuk liberalisasi pasar finansial dan
pasar modal-menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG
4) Kalaupun GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis,
sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai
baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah
banyak berubah
5) Secara teorits, praktik GCG dapat meningkatkan nilai
perusahaan
Selain itu Iman S Tunggal dan Amin W Tunggal juga
mengemukakan manfaat dari penerapan corporate governance, yaitu:25
1) Perbaikan dalam komunikasi.
2) Minimalisasi potensial benturan.
3) Fokus pada strategi-strategi utama.
25Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, Membangun Good Corporate Governance,
(Jakarta: Harvarindo, 2002) Hal.9-10
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4) Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi.
5) Kesinambungan manfaat (suistanability of benefits).
6) Promosi citra korporat (corporate image).
7) Peningkatan kepuasan pelanggan.
8) Perolehan kepercayaan investor.
9) Dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan.
Dengan adanya pelaksanaan corporate governance yang baik
akanmendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis (karena
melibatkanpartisipasi banyak kepentingan), lebih accountable (karena
ada sistem yang akanmeminta pertanggungjawaban atas semua
tindakan), dan lebih transparan sertaakan meningkatkan keyakinan
bahwa perusahaan dan organisasi lainnya dapatmengembangkan
manfaat tersebut dalam jangka panjang.
d. Indikator Corporate Governance
Pada prinsipnya, indikator keberhasilan merupakan beberapa target
sebagai rincian dari sasaran yang menunjukkan indikasi apakah sasaran
yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Adapun beberapa contoh
indikator keberhasilan, yaitu:26
1) Terlaksananya seminar atau briefing tentang GCG kepada Top
Management
2) Terbetuknya tim GCG
26 Johny Sudarmono, “BE G2C Good Governed Company: Panduan Praktis Bagi BUMN untuk
menjadi G2C – Good Governed Company dan Mengelolanya Berdasarkan Suara Hati”, (Jakarta: PT Elex
Media Komputindo, 2004), Hal 38
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3) Terlaksananya Training GCG kepada Tim GCG
4) Tersusunnya kerangka dasar Code of Conduct GCG
5) Terlaksananya Self-Assessment GCG
Indikator untuk menilai apakah penerapan sistem good corporate
governance sudah tercapai atau belum, dengan melakukan penilaian
sendiri yang dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut. Berupa nilai
komposit atau peringkat.
Berdasarkan Surat Nomor 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013
‘Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum’
dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, Bank
harus melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara berkala yang
paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG
yaitu: 27
1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. penanganan benturan kepentingan;
5. penerapan fungsi kepatuhan;
6. penerapan fungsi audit intern;
7. penerapan fungsi audit ekstern;
8. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian
intern;
27 Surat Nomor 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 ‘Perihal Pelaksanaan Good Corporate
Governance Bagi Bank Umum’
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9. penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan
penyediaan dana besar (large exposures);
10. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan
pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
11. rencana strategis Bank.
Kemudian kriteria peringkatnya pun sebagai berikut:28
Peringkat Definisi
1
Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan
penerapan Good Corporate Governance yang secara
umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan
yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Good
Corporate Governance. Apabila terdapan kelemahan
dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance,
maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan
dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen
Bank.
2
Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan
penerapan Good Corporate Governance yang secara
umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang
memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate
Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam
penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka
secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan
dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh
manajemen Bank.
3
Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan
penerapan Good Corporate Governance yang secara
umum cukupbaik. Hal ini tercermin dari pemenuhan
yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good
Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan
dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance,
maka secara umum kelemahan tersebut cukup
signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari
manajemen Bank.
28 Zainal Abidin,et.al “ Kodifikasi Peraturan BI Manajemen GCG”, (Bank Indonesia: Pusat Riset dan




Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan
penerapan Good Corporate Governance yang secara
umum kurangbaik. Hal ini tercermin dari pemenuhan
yang kurang memadai atas prinsip-prinsip Good
Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan
dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance,
maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan
memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh
manajemen Bank.
5
Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan
penerapan Good Corporate Governance yang secara
umum tidakbaik. Hal ini tercermin dari pemenuhan
yang tidak memadai atas prinsip-prinsip Good
Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan
dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance,
maka secara umum kelemahan tersebut sangat
signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen
Bank.
Jadi, beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa
corporate governancepada dasarnya ialah seperangkat aturan/sistem
yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai
wewenang dan peran dalam mengelola perusahaan seperti, dewan
komisaris, dewan direksi dan pemegang saham, agar kinerja perusahaan
dijalankan dengan efektif, efisien, dan transparan serta akuntabel demi
tercapainya tujuan organisasi. Selain itu untuk menghindari
kecurangan-kecurangan dalam manajemen perusahaan. Pengukuran tata
kelola perusahaan yang baik meliputi 5 prinsip yaitu keadilan
(fairness), transparansi (transparency), akuntabilitas (accountanbility),




Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan
perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan
ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal tersebut
ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan
investasi.29
Selain itu menurut Kasmir profitabilitas merupakan kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode waktu tertentu,
sebab untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan haruslah
berada dalam keadaan yang menguntungkan/profitable. Oleh karena
itulah, para pemilik maupun pihak manajemen akan berusaha
meningkatkan keuntungan ini karena mereka menyadari betul
pentingnya keuntungan ini bagi masa depan perusahaan. Dari
kemampuan ini dapat juga digambarkan bagaimana efektivitas
manajemen perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasinya30
Kemudian Syahyunan juga mengemukakanbahwa ROA
menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva
yang dipergunakan .Besarnya perhitungan pengembalian atas aktiva
menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan
29Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), Hal. 196
30Ibid
31
laba yang tersedia bagi para pemegang saham biasa dengan seluruh
aktiva yang dimilikinya.31
Menurut Van Horne dan Wachowicz rasio profitabilitas terdiri atas
dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya
dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam
kaitannya dengan investasi. Profitabilitas dalam hubungnya dengan
penjualan terdiri atas margin laba kotor (gross profit margin) dan
margin laba bersih (net profit margin). Profitabilitas dalam
hubungannya dengan investasi terdiri atas tingkat pengembalian atas
aktiva (return on total assets) dan tingkat pengembalian atas ekuitas
(return on equity).32
b. Indikator Profitabilitas
Menurut Sofian Syafri Harahap, adapun jenis-jenis profitabilitas
dan pengukurannya adalah sebagai berikut:33
1) Profit Margin
Profit Margin = Pendapatan bersih/Penjualan
Angka ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan
bersih yang diperoleh setiap penjualan. Semakin besar rasio ini
semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam
mendapatkan laba cukup tinggi.
31Syahyunan, Manajemen Keuangan I (Perencanaan, Analisisdan Pengendalian Keuangan) (Medan:
USU Press,2004), Hal. 85
32 James C Van Horne dan John M Wachowicz, Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Edisi kedua
belas (Jakarta: Salemba Empat, 2005), Hal. 222
33Sofyan Syafri Harahap, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), Hal.
304
32
2) Retrun on Asset (ROA)
ROA  = Laba Bersih / Total Aktiva
Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume
penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik. Hal ini berarti
bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba.
3) Return On Equity (ROE)
ROE =  Laba bersih / Rata-rata modal (equity)
Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila
diukur dari modal pemilik. Semakin besar semakin bagus.
4) Basic Earning Power
Basic Earning Power = Laba sebelum bunga dan pajak / Total
aktiva
Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh
laba diukur dari jumlah laba sebelum dikurangi bunga dan pajak
dibandingkan dengan total aktiva. Semakin besar rasio semakin
baik.
5) Earning Per Share ( EPS )
Earning Per Share = Laba bagian saham bersangkutan /Jumlah
saham
Rasio ini menunjukkan berapa besar kemampuan perlembar
saham menghasilkan laba.
6) Contribution Margin
Contribution Margin = Laba kotor / Penjualan
33
Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan melahirkan laba
yang akan menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasi
lainnya. Dengan pengetahuan atas rasio ini kita dapat
mengontrol pengeluaran untuk biaya tetap atau biaya operasi
sehingga perusahaan dapat menikmati laba.
7) Rasio Rentabilitas
Rasio Rentabilitas = Jumlah laba / Jumlah karyawan
Ini biasa juga digambarkan dari segi kemampuan karyawan,
cabang, aktiva tertentu dalam meraih laba, misalnya:
kemampuan karyawan per kepala meraih laba.  Rasio ini dapat
juga digolongkan sebagai rasio produktivitas.
Kemudian Riyadi mengemukakan, untuk mengukur rasio
profitabilitas bank, biasanya menggunakan dua rasio utama yaitu
Return on Equity atau ROE dan Return On Assets atau ROA. Dalam
menghitung rasio profitabilitas dengan cara membandingkan Laba
(setelah pajak) dengan Modal (Modal Inti) dikalikan 100%, maka
hasilnya dalam bentuk persen (%), ini untuk perhitungan ROE.
Sedangkan ROA adalah membandingkan Laba (sebelum pajak) dengan
total Assets yang dimiliki Bank pada periode tertentu dikali 100%,
sama halnya dengan ROE, maka hasilnya pun dalam bentuk persen (%).
Untuk mendapatkan hasil perhitungan rasio agar mendekati pada
34
kondisi yang sebenarnya maka posisi modal atau assets dihitung secara
rata-rata selama periode perhitungan.34
Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa profitabilitas berbicara
tentang tingkat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba
selama periode tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang
dimiliki oleh perusahaan baik yang berhubungan dengan penjualan,
jumlah aktiva, maupun modal sendiri. Profitabilitas juga akan
menunjukkan apakah perusahaan yang bersangkutan memiliki prospek
yang baik di masa depan. Karena itu, perusahaan berusaha
meningkatkan profitabilitasnya agar kelangsungan hidup perusahaannya
terjamin.
B. Hasil Penelitian yang Relevan
Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam suatu penelitian, sebagai
pembanding penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun
penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian
sebelumnya disajikan pada tabel berikut:
Tabel II.1
Literature Review
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34 Selamet Riyadi, Banking Assets And Liability Management Edisi Keempat (Jakarta: Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia, 2016), Hal.187
35
No. Judul dan Pengarang Variabel Metodologi Kesimpulan
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Sampel : 21 Perusahaan
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di Bursa Efek Indonesia
(BEI) pada tahun 2008
yaitu sebanyak 393
perusahaan.
Sampel : 200 Perusahaan






































yang telah terdaftar di BEI
yaitu sebanyak 135
perusahaan
Sampel : 74 Perusahaan






















































di BEI periode tahun
pengamatan 2008-2012
Sampel : 37 perusahaan
periode pengamatan 5
tahun, total sampel 159
















































di Bursa Efek Indonesia
(BEI) periode 2007-2010
yang berjumlah 169
Sampel : 72 perusahaan
selama periode pengamatan
4 tahun berturut-turut, total
sampel 288
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Sampel : 36 perusahaan
selama periode pengamatan
4 tahun berturut-turut, total
sampel 144
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Sumber: Data diolah penulis, 2017
1. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets,
dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak oleh I Gede Hendy
Darmawan dan I Made Sukartha dalam E-Jurnal Akuntansi Universitas
Udayana, 9 (1): 143-161, 2014, ISSN: 2302-8556. Persamaannya dengan
penelitian ini yaitu menggunakan variabel bebas corporate governance
dan profitabilitas (ROA) serta variabel terikatnya penghindaran pajak.
Perbedaannya yaitu dalam penelitian kali ini tidak menggunakan variabel
bebas leverage dan ukuran perusahaan. Teori yang dikembangkan dalam
penelitian ini adalah teori agensi dimana penerapan corporate governance
ini bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan. Sedangkan untuk
profitabilitas, menggunakan pecking order theory yaitu pendanaan dari
38
modal internal adalah pendanaan yang paling disukai oleh perusahaan,
karena itu agent akan memaksimalkan pengelolaan asset internal yang
dimilikinya supaya bisa mendapatkan kompensasi kinerja dari principal
serta insentif yang dapat mengurangi beban pajak.
2. Pengaruh Corporate governance, Profitabilitas Dan Karakteristik
Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur oleh I Gusti Ayu
Cahya Maharani, Ketut Alit Suardana dalam E-jurnal Akuntansi
Universitas Udayana 9.2: 525-539, 2014, ISSN : 2302-8556.
Persamaannya dengan penelitian ini yaitu menggunakan variabel bebas
corporate governance dan profitabilitas (ROA) serta variabel terikatnya
tax avoidance (penghindaran pajak). Perbedaannya yaitu dalam penelitian
kali ini tidak menggunakan variabel bebas karakter eksekutif. Dalam
penelitian ini menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Haruman,
2008 yaitu corporate governance ialah tata kelola perusahaan yang
menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan untuk
menentukan arah kinerja perusahaan. Banyaknya perusahaan yang
melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa corporate
governance belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan
publik di Indonesia. Sedangkan untuk profitabilitas Maharani dan
Suardanamengembangkan konsep semakin tingginya nilai ROA yang
mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan
tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan
dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan.
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3. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran
Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance oleh
Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari  dalam E-Jurnal Akuntansi,
Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, ISSN 1410-4628. Persamaannya
dengan penelitian ini yaitu menggunakan variabel bebas corporate
governance dan profitabilitas (ROA) serta variabel terikatnya tax
avoidance (penghindaran pajak). Perbedaannya yaitu dalam penelitian kali
ini tidak menggunakan variabel bebas leverage, ukuran perusahaan dan
kompensasi rugi fiskal. Teori yang dikembangkan dalam penelitian ini
adalah teori agensi yang menyatakan hubungan kontrak antara agen (pihak
manajemen perusahaan) dan prinsipal (pemilik perusahaan). Agen
melakukan tugas-tugas tertentu untuk prinsipal dan prinsipal mempunyai
kewajiban untuk memberi imbalan pada si agen.
C. Kerangka Teoretik
1. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak
Good Corporate Governance (GCG) merupakan tata kelola yang baik
pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika professional dalam menentukan
arah kinerja perusahaan. Menurut Desai & Dharmapala yang dikutip oleh
Wijayanti dkk, pertanyaan terkait kegiatan tax avoidance kini antara lain
apakah kegiatan ini menarik minat para pemegang saham atau tidak.
Sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa
suatu aturan struktur corporate  governance mempengaruhi cara sebuah
perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain
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perencanaan pajak tergantung pada dinamika corporate governance dalam
suatu perusahaan.35
Menurut Hasanah dan Pahala tanggung jawab pengelolan masalah
perpajakan tidak hanya dilakukan oleh divisi pajak melainkan juga harus
adanya kerjasama antara divisi pajak dengan bidang lainnya sebagai suatu
kesatuan korporasi. Manajemen pajak adalah usaha yang menyeluruh yang
dapat dilakukan oleh wajib pajak agar hal-hal yang berhubungan dengan
perpajakan dapat dikelola dengan baik dan efisien.36 Selain itu seorang
manajer dituntut untuk melaksanakan perencanaan perpajakannya dengan
baik untuk menghadapi persaingan yang semakin tinggi. Seorang manajer
harus mampu mengatasi situasi-situasi yang berdampak pada perpajakan.37
Selanjutnya menurut Dan Throop Smith dalam bukunya yang berjudul
Tax Factors in Business Decisions menyebutkan:
Accordingly, it was decided ini 1954 by the congress that the present
rule could be adopted on the assumption that there would be adequate
audits to assure that income or gift tax is not being avoided through
distributions of stock which are disproportionate to the value of
property given for it. one might presume that evidence af an attempt to
abuse a relief provision at the very inception of a corporation would
assure especially attentive audits of future transactions.38
Jika diartikan kedalam bahasa Indonesia yaitu: Oleh karena itu,
diputuskan pada tahun 1954 oleh kongres bahwa peraturan ini dapat
diadopsi dengan asumsi bahwa akan ada audit yang memadai untuk
memastikan bahwa pajak penghasilan atau hadiah tidak dapat dihindari
35 Ajeng Wijayanti dkk, “Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG Dan CSR Terhadap Penghindaran
Pajak”, Seminar Nasional IENACO – 2016 ISSN: 2337- 4349
36 Nuramalia Hasanah dan Indra Pahala, op.cit., Hal.3
37 Ibid, Hal.20
38Dan Throop Smith, Tax Factors in Business Decisions (New Jersey: Prentice-. Hall. Inc, 1968),
Hal. 140
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melalui distribusi saham yang tidak proporsional terhadap nilai properti
yang diberikan. Untuk itu. Orang mungkin menganggap bahwa bukti
bahwa upaya untuk menyalahgunakan ketentuan bantuan pada awal
perusahaan akan memastikan audit yang penuh perhatian atas transaksi
masa depan.
Kemudian Suardijaya dkk, berpendapat bahwa penerapan tata kelola
perusahaan (corporate governance) yang baik diharapkan mampu
meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan, sesuai dengan
prinsip dasar dari corporate governance itu sendiri. Transparansi yang
tinggi dapat menyeimbangkan jumlah informasi yang dimiliki oleh pihak
manajemen dan pemilik, termasuk juga pihak lain yang berkepentingan
dengan perusahaan. Adanya keseimbangan informasi ini tentunya dapat
mengurangi konflik agensi yang ada di dalam perusahaan, seperti tindakan
pajak agresif (tax avoidance maupun tax evasion).39
Jadi dapat dikatakan, dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik
(good corporate governance) akan mengurangi konflik agensi yang ada di
dalam perusahaan, seperti tindakan penghindaran pajak (tax avoidance).
2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak
Menurut Hasanah dan Pahala pada kenyataannya wajib pajak dengan
tingkat pendapatan rendah sering enggan melakukan perencanaan pajak
bila dibandingkan dengan wajib pajak berpenghasilan tinggi dikarenakan
39 I Nyoman Suardijaya dkk, “Tindakan Pajak Agresif Pada Perbankan: Eksplorasi Corporate Risk
Dan Corporate Governance”Jurnal Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVIII, kode: KRA-PPJK-01
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biaya setelah pajak (after tax cost) dari setiap pengeluaran yang dapat
dikurangkan akan turun apabila tarif pajak marginalnya meningkat (MRT).
Selain itu mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar melalui
perencanaan pajak bagi wajib pajak berpenghasilan tinggi, juga
memberikan peluang yang lebih banyak untuk mengecilkan jumlah pajak
terutangnya. Karena pajak penghasilan yang terutang bukan merupakan
biaya fiskal yang dapat dikurangkan sehingga wajib pajak dengan
penghasilan tinggi juga akan dikenakan pajak dengan tarif yang lebih tinggi
pula.40
Kemudian menurut Srinivas dalam bukunya yang berjudul Handbook
of Corporate Tax Planning menyebutkan:
Out of every rupee of profit earned, the corporate tax share goes on
increasing and this factor calls for more careful planning in tax affairs
than the plan adopted to earn the profits. This directs one to conclude
that tax planning should be integrated with financial planning. A
company should aim at not maximising profits but maximising after-tax
profits. This helps the management to boost shareholders' wealth and
after-tax return of investment.41
Jika diartikan kedalam bahasa Indonesia yaitu dari setiap rupee
keuntungan yang diperoleh, pembagian pajak perusahaan terus meningkat
dan faktor ini menuntut perencanaan yang lebih hati-hati dalam urusan
perpajakan daripada rencana yang diadopsi untuk mendapatkan
keuntungan. Hal ini mengarahkan seseorang untuk menyimpulkan bahwa
perencanaan pajak harus diintegrasikan dengan perencanaan keuangan.
40Nuramalia Hasanah dan Indra Pahala, op.cit., Hal.10
41E. A. Srinivas, Handbook of corporate tax planning:Second Edition (New Delhi: Tata McGraw-
Hill, 1989), Hal.6
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Sebuah perusahaan harus bertujuan untuk tidak memaksimalkan
keuntungan namun memaksimalkan keuntungan setelah pajak. Ini
membantu manajemen untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham
dan pengembalian investasi setelah pajak.
Selanjutnya menurut Erly Suandy, mengambil keuntungan sebesar-
besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan,
atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan
undang-undang. Sebagai contoh, jika diketahui bahwa Penghasilan Kena
Pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak
tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba
perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk
perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya
yang dapat dikurangkan (deductible) dalam menghitung penghasilan kena
pajak.42
Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan
dalam menghasilkan laba. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah
satunya adalah return on asset (ROA). ROA memiliki keterkaitan dengan
laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan.
Profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki
hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan
penghindaran pajak maka harus efisien dari segi beban sehingga tidak perlu
membayar pajak dalam jumlah besar. Selain itu apabila rasio profitabilitas
42Erly Suandy, Perencanaan Pajak (Jakarta: Salemba Empat, 2011), Hal.121
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tinggi, berarti menujukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak
manejemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan
juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan juga
meningkat. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya dari perusahaan
untuk melakukan penghindaran pajak.43
Menurut Darmawan dan Sukartha, ROA dapat digunakan untuk
mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan
aset yang dimiliki. Semakin besar ROA, maka semakin besar juga laba
yang diperoleh perusahaan. Adanya teori agensi akan memacu para agent
untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh
membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan
peningkatan laba perusahaan. Agent dalam teori agensi akan berusaha
mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agent
sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak.
Pecking order theory menjelaskan bahwa pendanaan dari modal internal
merupakan pendanaan yang paling disukai perusahaan, oleh karena itu
agent akan memaksimalkan pengelolaan aset internal yang dimilikinya agar
mendapatkan kompensasi kinerja dari principal dan insentif yang dapat
mengurangi beban pajak.44
43 Rinaldi dan Charoline Cheisviyanny, “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan
Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang
Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013)”,  SNEMA-2015 ( http://fe.unp.ac.id/)
44 I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha,“Pengaruh Penerapan Corporate Governance,
Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak”, EJurnal Akuntansi
Universitas Udayana, 2014, 9 (1): 143-161
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Jadi dapat dikatakan bahwa laba yang meningkat mengakibatkan
profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus
dibayarkan juga meningkat. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya
dari perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.
3. Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap
Penghindaran Pajak
Menurut Darmawan dan Sukartha, penerapan corporate
governancebertujuan untuk meminimumkan konflik keagenan. Konflik ini
timbul apabila tujuan yang ingin dicapai oleh manajer perusahaan tidak
sejalan dengan kepentingan para pemegang saham. Keselarasan hubungan
antara pemegang saham dan manajer perusahaan akan mempengaruhi
kebijakan perpajakan yang akan digunakan perusahaan. Kemudian,
penerapan corporate governance dalam menentukan kebijakan perpajakan
yang akan digunakan oleh perusahan berkaitan dengan pembayaran pajak
penghasilannya. Pembayaran pajak penghasilan perusahaan didasarkan
pada besarnya laba (profit) yang didapat. Perusahaan tentu selalu
menginginkan laba yang besar, tetapi laba yang besar akan dikenakan
beban pajak yang besar pula. Beban pajak yang besar ini menyebabkan




Jadi, berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa
tata kelola perusahaan (corporate governance) dan profitabilitas dapat
mempengaruhi praktik penghindaran pajak, baik secara langsung maupun
tidak langsung.
D. Perumusan Hipotesis Penelitian
Berdasarkan permasalahan dan konsep pemikiran yang ada, hipotesis
yang digunakan dalam penelitian ini mengenai hubungan antar variabel
adalah sebagai berikut:
H1 : Corporate governance berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak






Agar kegiatan penelitian ini berjalan dengan efektif, efisien, serta
terarah, maka peneliti harus menetapkan tujuan dari penelitian ini.
Berdasarkan masalah-masalah yang sudah dirumuskan oleh peneliti, tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi dengan bersumber pada data
dan fakta yang valid serta dapat dipertanggung-jawabkan mengenai :
1. Pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak
3. Pengaruh corporate governance dan profitabilitas terhadap
penghindaran pajak
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cash
Effective Tax Rate (CETR), nilai komposit self assessment serta ROA
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode
2015-2016. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah membahas bagaimana
pengaruhnya corporate governance dan profitabilitas dapat memengaruhi
praktik penghindaran pajak di Indonesia.
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C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Gempur,
pendekatan kuantitatif (pendekatan rasional-empiris) ialah proses penelitian
dimulai dengan problematik/permasalahan yang dihadapi peneliti, untuk
kemudian dikaji secara teoritis, dicari dasar-dasar rasionalitasnya, dirumuskan
hipotesis atau jawaban sementara atas masalah tersebut, dilakukan
pengumpulan data empiris dan atas dasar pengujian/analisis data diambillah
kesimpulan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.46
Penelitian ini akan menguji pengaruh dua variabel independen
terhadap satu variabel dependen yaitu dengan corporate governance dan
profitabilitas sebagai variabel bebas dan penghindaran pajak (tax avoidance)
merupakan variabel terikat. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat
dilihat pada gambar berikut:
Gambar III.1
Kerangka Konseptual
Sumber: Data diolah penulis, 2017









D. Populasi dan Sampling
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu
data yang telah tersedia dan telah dikumpulkan oleh orang lain atau pihak
keduaseperti melalui Badan Pusat Statistik dan instasi yang bergerak dalam
bidang pengumpulan data. Adapun sumber data dari penelitian ini diperoleh
dari www.sahamok.com, data yang dipublikasi oleh BEI pada situs resminya
yaitu www.idx.co.id serta website perusahaan yang terkait pada periode2015-
2016.
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang
sama.Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari
populasi.47
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh
perusahaan perbankan yang telah terdaftar di BEI, didapatkan dari website
www.sahamok.com yang diperbaharui per 12 Agustus 2016 dengan jumlah
sebanyak 43 perusahaan. Sedangkan untuk populasi terjangkau dengan teknik
purposive sampling dengan pertimbangan sebagai berikut :
a. Terdaftar sebagai perusahaan perbankan di BEI dan melaporkan
laporan tahunannya berturut-turut selama periode 2015-2016.
b. Perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan dalam mata
uang kurs rupiah.




d. Perusahaan dengan nilai laba yang positif agar tidak mengakibatkan





1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 43
2. Dikurangi: Perusahaan yang tidak menerbitkan
laporan tahunanselama 2015-2016
(0)
3. Dikurangi: Perusahaan yang tidak memiliki
informasi lengkap yang dibutuhkan oleh peneliti
(1)
4. Dikurangi: Perusahaan dengan nilai laba negatif (7)
Jumlah Populasi terjangkau 35
Sumber: Data diolah penulis, 2017
Peneliti menggunakan jenis pengambilan sampel yaitu Simple
Random Sampling. Sampel ditentukan menggunakan tabel Isaac Michael
dengan taraf kesalahan 5% dengan rumus sebagai berikut:48
Keterangan:
S = jumlah sampel
λ² = 3,841 (dengan dk = 1), taraf kesalahan bisa 1%,5%,10%)
N = jumlah populasi
P = Q = 0,05
d = 0,05
Dari hasil perhitungan rumus tersebut apabila jumlah populasi
terjangkau adalah 35 perusahaan maka didapat jumlah sampel sebanyak 34
perusahaan perbankan.
48 Yaya Suryana, Metode Penelitian Manajemen Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2015),
Hal.126
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E. Operasionalisasi Variabel Penelitian
Variabel menurut Gempur merupakan konsep atau faktor yang dapat
menunjukkan variasi nilai. Variabel harus dapat diukur namun variabel bukan
ukuran (parameter).49 Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu
sebagai berikut:
1. Variabel Dependen
Variabel dependen adalah variabel terikat yang merupakan variabel
yang dipengaruhi oleh adanya variabel bebas atau variabel
independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penghindaran pajak.
a. Definisi Konseptual
Penghindaran pajak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh
Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajak seefisien mungkin
dengan cara memanfaatkan celah-celah (loopholes) yang ada
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku sehingga praktik tersebut masih tergolong legal.
b. Definisi Operasional
Model estimasi pengukuran penghindaran pajak dalam
penelitian ini menggunakan model Cash Effective Tax Rate
(CETR). Seperti yang telah dikatakan oleh Dyreng, et. al CETR
baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran
pajak oleh perusahaan karena dengan menggunakan CETR
49Gempur Santoso, op.cit., Hal. 22
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dapat meliahat cash flow untuk pembayaran pajak.Dengan
rumus sebagai berikut:50
2. Variabel Independen
Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel
yangmempengaruhi perubahan dari variabel dependen/variabel terikat.
Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen yaitu corporate
governance (X1) dan profitabilitas (X2).
a. Corporate Governance
1) Definisi Konseptual
Corporate governance pada dasarnya ialah seperangkat
aturan/sistem yang mengatur hubungan antara pihak-pihak
yang mempunyai wewenang dan peran dalam mengelola
perusahaan seperti, dewan komisaris, dewan direksi dan
pemegang saham, agar kinerja perusahaan dijalankan dengan
efektif, efisien, dan transparan serta akuntabel demi
tercapainya tujuan organisasi. Selain itu untuk menghindari
kecurangan-kecurangan dalam manajemen perusahaan.
Pengukuran tata kelola perusahaan yang baik meliputi 5
prinsip yaitu keadilan (fairness), transparansi (transparency),
50Rinaldi dan Charoline Cheisviyanny, loc.cit.
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akuntabilitas (accountanbility), pertanggungjawaban
(responsibility), dan kemandirian (indpendency).
2) Definisi Operasional
Penelitian ini diukur menggunakan nilai komposit sebagai
proksi corporate governance mengacu pada penelitian I
Nyoman. Nilai komposit diperoleh dari hasil self assessment
oleh perbankan sesuai dengan PBI No. 13/1/PBI/2011.
Peringkat komposit dibagi menjadi 5 bagian. Bank yang telah
menerapkan GCG yang secara umum, yaitu sangat baik,
diberikan peringkat 1; baik, diberikan peringkat 2; cukup
baik, diberikan peringkat 3; kurang baik, diberikan peringkat
4; dan tidak baik, diberikan peringkat 5.51
b. Profitabilitas
1) Definisi Konseptual
Profitabilitas berbicara tentang tingkat kemampuan
perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu
dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh
perusahaan baik yang berhubungan dengan penjualan, jumlah
aktiva, maupun modal sendiri. Profitabilitas juga akan
menunjukkan apakah perusahaan yang bersangkutan
memiliki prospek yang baik di masa depan.
51I Nyoman Suardijaya, dkk, loc.cit.
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2) Definisi Operasional
Profitabilitas dapat di ukur dengan menggunakan rasio return
on assest (ROA). ROA adalah membandingkan Laba
(sebelum pajak) dengan total Assets yang dimiliki Bank pada
periode tertentu dikali 100%. Untuk mendapatkan hasil
perhitungan rasio agar mendekati pada kondisi yang
sebenarnya maka posisi modal atau assets dihitung secara
rata-rata selama periode perhitungan.52 Rumus ROA adalah:
F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan analisis kuantitatif dengan teknik perhitungan statistik. Teknik
analisis data meliputi statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik,
analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.
1. Statistik Deskriptif
Uji deskriptrif ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa
gambaran umum berupa statistik atau deskriptif dengan menggunakan
nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi,
variansi, dan lain-lain. Statistik deskriptif menggambarkan apa yang
ditunjukkan oleh data dan bertujuan membantu seseorang untuk
52 Selamet Riyadi, loc.cit.
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menyederhanakan sejumlah besar data dalam cara yang lebih sesuai
dan mudah dipahami.
2. Uji Normalitas
Pengujian normalitas dalam uji asumsi klasik ini dilakukan untuk
mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu
mempunyai distribusi normal. Cara mendeteksi normalitas suatu
variabel dapat dengan menggunakan analisis statistik dan analisis
grafik. Dalam analisis grafik, jika data menyebar di antara garis
diagonal maka dapat dikatakan pola distribusi normal dan model
regresi memenuhi asumsi normal. Jika berdistribusi tidak normal,
maka prediksi yang dilakukan akan memberikan hasil yang
menyimpang.
Untuk uji statistik, dapat digunakan uji statistik non-parametic
Kolmogorov Smirnov. Signifikansi uji nilainya adalah jika nilai | FT –
FS | >tabel Kolmogorov Smirnov, maka Ho ditolak; Ha diterima.
Begitu sebaliknya, jika nilai | FT – FS | < tabel Kolmogorov Smirnov,
maka Ho diterima; Ha ditolak. Dasar pengambilan keputusan dari uji
K-S ini adalah jika Asymp Sig > 0,05 maka model regresi memenuhi
asumsi normal.53
53 Imam Gozhali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Semarang: Balai Penerbit
Universitas Diponegoro, 2005), Hal. 407
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3. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik merupakan pengujian asumsi statistik yang
dilakukan untuk mengetahui bahwa model yang diperoleh benar-benar
memenuhi asumsi dasar pada analisis regresi linear berganda karena
model regresi berganda memerlukan kriteria BLUE (Best Linear
Unbiased Estimator) untuk dapat dikatakan sebagai data yang baik
dan memenuhi asumsi klasik.
a. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel
bebas (variabel independen). Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.
Untuk melihat terindikasinya data multikolinearitas dapat
dilakukan dengan menggunakan uji VIF. Bila nilai VIF lebih
besar dari 10 maka diindikasikan model tersebut memiliki gejala
Multikolinieritas.54 Nilai cut off yang umum dipakai untuk
menunjukkan adanya multikorelasi adalah dengan nilai
tolerance < 0,10.
b. Uji Autokorelasi
Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat dilakukan
dengan pengujian Durbin-Watson (d).Hasil perhitungan Durbin-
Watson (d) dibandingkan dengan nilai dtabel pada α= 0,05. Tabel




d memiliki dua nilai, yaitu nilai batas atas (dU) dan nilai batas
bawah (dL) untuk berbagai nilai n dan k.55









DL ≤ DW ≤ DU
Tidak ada
autokorelasi negatif










Tidak ditolak DU < DW < 4-DU
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat
ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi
persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau
disebut homoskedastisitas.57 Gejala heterokedastisitas tersebut
diuji dengan metode Glejser dengan cara menyusun regresi
antara nilai absolute residual dengan variabel bebas. Apabila
masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan
55Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis (Jakarta: Salemba Empat, 2014), Hal. 136
56 Imam Gozali, op.cit, Hal.100
57Albert Kurnawan, Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hal. 158
58
terhadap absolute residual (α= 0,05) maka dalam model regresi
tidak terjadi gejala heterokedastisitas.58
4. Analisis Regresi Linear Berganda
Regresi linear berganda pada dasarnya merupakan perluasan dari
regresi linear sederhana, yaitu menambah jumlah variabel bebas yan
sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas.59Untuk
menggunakan alat analisis ini, uji asumsi klasik yang harus terpenuhi
adalah uji normalitas, tidak adanya multikolinieritas, tidak adanya
autokorelasi, dan tidak ada juga masalah heteroskedastisitas pada data.
Persamaan regresi berganda sebagai berikut :
Keterangan :
Y = Penghindaran Pajak
α = Konstanta
β = Koefisien regresi
X1 = Corporate Governance
X2 = Profitabilitas
e = error




Hipotesis merupakan pernyataan tentang sifat populasi sedangkan
uji hipotesis adalah suatu prosedur untuk pembuktian kebenaran sifat
populasi berdasarkan data sampel. Dalam melakukan penelitian, kita
harus membuat hipotesis penelitian yaitu hipoesis nol (H0) merupakan
keyakinan peneliti yang akan dibuktikan kebenarannya dengan
menggunakan data sampel, sedangkan hipotesis altenatif (Ha) adalah
lawan atau alternative hipotesis nol dan akan kita terima jika kita
menolak H0.60
a. Uji T
Uji signifikansi terhadap masing-masing koefisien regresi
diperlukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh dari
masing-masing variabel bebas (Xi) terhadap variabel terikat
(Y).Berkaitan dengan hal ini, uji signifikansi secara parsial (Uji t)
digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.Nilai yang
digunakan untuk melakukan pengujian adalah niali t hitung yang
diperoleh. Langkah-langkahnya sebagai berikut:61
1) Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif.
H0 : bi = 0
Hi : bi ≠0
60Agus Widarjono, Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Panduan Eviews, (Yogyakarta: UPP
STIM YKON, 2013), Hal. 41
61Anwar Sanusi, op.cit, Hal. 138
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2) Menghitung nilai t dengan menggunakan rumus =
Keterangan :
bi = koefisien regresi variabel
Sbi = standar error variabel i
3) Membandingkan thitung dengan ttabel yang tersedia pada
taraf tertentu misalnya 1%; df (α/2;n – (k+1)).
4) Mengambil keputusan dengan kriteria berikut. (gunakan
salah satu kriteria)
Jika –ttabel ≤ thitung ≤ttabel ; maka H0 diterima
thitung< –ttabel atau thitung>ttabel ; maka H0 ditolak
nilai Pr ≥ α = 1%; maka H0 diterima
nilai Pr < α = 1%; maka H0 ditolak
b. Uji F
Uji F ini merupakan uji seluruh koefisien regresi secara
serentak atau sering disebut dengan uji model. Nilai yang
digunakan untuk melakukan uji serempak adalah nilai Fhitung yang
dihasilkan dari output SPSS. Uji keseluruhan koefisien regresi
secara bersama-sama (uji F) dilakukan dengan langkah-langkah
sebagai berikut:62
1) Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif.
62Ibid., Hal. 137
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H0 : b1 = b2 =b3 = 0 [proporsi variasi dalam variabel terikat
(Y) yang dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel
bebas tidak signifikan]
Hi : minimal satu koefisien dari bi ≠0 [proporsi variasi
dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan secara bersama-
sama oleh variabel bebas signifikan]
2) Menghitung nilai F(dalam print out sudah tersedia)
3) Membandingkan Fhitung dengan Ftabel yang tersedia pada
taraf tertentu misalnya 1%; df = k; n – (k+1).
4) Mengambil keputusan dengan kriteria berikut. (gunakan
salah satu kriteria)
Jika Fhitung ≤ Ftabel ; maka H0 diterima
Fhitung>Ftabel; maka H0 ditolak
nilai Pr ≥ α = 1%; maka H0 diterima
nilai Pr < α = 1%; maka H0 ditolak
c. Analisis Korelasi Ganda (R)
Analisa ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua
atau lebih variabel independen (X1,X2, …Xn) secara serentak.
Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi
antara variabel independen secara serentak terhadap variabel
dependen (Y). Nilai R berkisar antara 0 sampai dengan 1,
semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat
dan sebaliknya apabila nilai semakin mendekati 0 maka hubungan
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yang terjadi semakin lemah. Rumus korelasi ganda dengan dua
variabel independen yaitu sebagai berikut:
Keterangan:
Ry.x1.x2 = korelasi X1 dengan X2 secara bersama-sama tehadap Y
Ryx1 = korelasi sederhana antara X1 dengan Y
Ryx2 = korelasi sederhana antara X2 dengan Y
Rx1x2 = korelasi sederhana antara X1 dengan X2
Menurut Sugiyono dalam buku yang berjudul Paham Analisa
Statistik Data dengan SPSS, pedoman dalam interpretasi koefisien
korelasi adalah sebagai berikut:63
0,00 – 0,199 = sangat rendah
0,20 – 0,399 = rendah
0,40 – 0,599 = sedang
0,60 – 0,799 = kuat
0,80 – 1,00 = sangat kuat
d. Analisis Determinasi (R2)
Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui presentase
sumbangan pengaruh variabel independen (X1,X2, …Xn) terhadap
63 Duwi Priyatno, Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS (Jakarta: MediaKom, 2010) Hal. 65
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variabel dependen (Y) secara serentak.64 Koefisien ini
menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel
independen yang digunakan dengan model mampu menjelaskan
variabel dependen. Apabila R2 = 0, maka tidak ada sedikitpun
persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel
independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila R2 =
1, maka persentasesumbangan pengaruh yang diberikan variabel
independen terhadap variabel dependen adalah sempurna.
Rumus mencari koefisien determinasi dengan dua variabel
independen adalah sebagai berikut:
Keterangan:
R²= koefisien determinasi
Ryx1 = korelasi sederhana antara X1 dengan Y
Ryx2 = korelasi sederhana antara X2 dengan Y




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
Penelitian ini menggunakan unit analisis berupa laporan tahunan
perusahaan perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-
2016 sebanyak 34 perusahaan yang dirata-rata kan dan kemudian diolah
dengan menggunakan SPSS. Terdapat tiga variabel yaitu satu variabel
dependen dan dua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.
Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang
dipengaruhi oleh adanya variabel independen dimana biasanya dilambangkan
dengan Y. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak
yang dalam hal ini yaituCETR. Sedangkan variabel independen atau variabel
bebas biasanya dilambangkan dengan X dan merupakan variabel yang
mempengaruhi. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Corporate
Governance dan Profitabilitas. Paragraf berikut akan mendeskripsikan hasil
pengolahan data serta informasi apakah Corporate Governance dan
Profitabilitas mempengaruhi Penghindaran Pajak.
Sesuai dengan permasalahan serta perumusan model yang sudah
dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, dan untuk kepentingan dalam
pengujian hipotesis, maka penulis menggunakan teknik analisis yang berupa
analisis deskriptif dan juga analisis statistik. Masing-masing variabel
dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk nilai rata-rata (mean), nilai
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minimum (min), nilai maksimum (max), standar deviasi (Std.dev), range
serta distribusi frekuensi. Berikut adalah deskripsi statistik masing-masing




N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation
CETR 34 .56 .07 .63 .2778 .11277
Corporate
Governance 34 1.50 1.00 2.50 1.9129 .28411
Profitabilitas 34 .04 .00 .04 .0161 .00980
Valid N (listwise) 34
Sumber: Output SPSS v.22.0
1. Penghindaran Pajak (CETR)
Berdasarkan Tabel IV.1 diatas, dapat diketahui bahwa CETR
memiliki nilai minimum sebesar 0,07 yang terdapat pada Bank
Ganesha Tbk. Nilai maksimum CETR yaitu sebesar 0,63 yang
terdapat pada Bank Agris Tbk. Kemudian data CETR dihitung,
menghasilkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,2778 dan simpangan
baku (Std.dev) sebesar 0,11277. Selanjutnya data yang sudah
dikumpulkan menghasilkan tabel distribusi frekuensi data CETR yaitu
dengan menghitung range, menentukan banyak kelas interval, dan
panjang kelas menggunakan rumus Sturges. Range dari CETR adalah
0,56 dengan banyaknya kelas interval (k) sebanyak 6 kelas dengan
rumus K=1+3,3log34. Panjang kelas adalah 0,1. Selanjutnya dari data
tersebut dibuatlah tabel distribusi frekuensi untuk CETR berikut ini.
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Tabel IV.2
Tabel Distribusi Frekuensi CETR
Kelas Interval Batas FrekuensiBawah Atas Absolut Relatif
0.07 - 0.16 0.065 0.165 3 9%
0.17 - 0.26 0.165 0.265 16 47%
0.27 - 0.36 0.265 0.365 9 26%
0.37 - 0.46 0.365 0.465 3 9%
0.47 - 0.56 0.465 0.565 2 6%
0.57 - 0.66 0.565 0.665 1 3%
34 100%
Sumber: Data penelitian diolah peneliti tahun 2017
Gambar IV.1
Dari hasil ditribusi data tersebut diatas yang ditunjukkan pada
Tabel IV.2 dan Gambar IV.1,frekuensi terbanyak berada di rentang
0,17–0,26 yaitu sebesar 47% atau 16 perusahaan. Artinya sebesar 47%
perusahaan perbankan yang menjadi sampel memiliki CETR yang
cukup rendah. CETR yang rendah mengindikasikan tingkat
penghindaran pajak yang tinggi.
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Sedangkan frekuensi terkecil berada di rentang 0,57–0,66 sebesar
3% atau 1 perusahaan. Artinya hanya sebesar 3% perusahaan
perbankan yang menjadi sampel memiliki CETR tinggi. CETR yang
tinggi mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang rendah.
2. Corporate Governance
Berdasarkan Tabel IV.1 diatas, dapat diketahui bahwa Corporate
Governance memiliki nilai minimum sebesar 1,00 dimana nilai
tersebut berarti perusahaan itu mendapatkan peringkat pertama dalam
self-assessement corporate governance yang dilakukannya yaitu
terdapat pada Bank Central Asia Tbk. Nilai maksimum Corporate
Governance yaitu sebesar 2,50 yang terdapat pada Bank Mestika
Dharma Tbk dan Bank Ganesha Tbk. Kemudian data Corporate
Governance dihitung, menghasilkan nilai rata-rata (mean) sebesar
1,9129 dan simpangan baku (Std.dev) sebesar 0,28411.
Selanjutnya data yang sudah dikumpulkan menghasilkan tabel
distribusi frekuensi data Corporate Governance yaitu dengan
menghitung range, menentukan banyak kelas interval, dan panjang
kelas menggunakan rumus Sturges. Range dari Corporate Governance
adalah 1,50 dengan banyaknya kelas interval (k) sebanyak 6 kelas
dengan rumus K=1+3,3log34. Panjang kelas adalah 0,3. Selanjutnya




Tabel Distribusi Frekuensi Corporate Governance
Kelas Interval Batas FrekuensiBawah Atas Absolut Relatif
1.00 - 1.20 0.95 1.25 1 3%
1.30 - 1.50 1.25 1.55 4 12%
1.60 - 1.80 1.55 1.85 2 6%
1.90 - 2.10 1.85 2.15 25 74%
2.20 - 2.40 2.15 2.45 0 0%
2.50 - 2.70 2.45 2.75 2 6%
34 100%
Sumber: Data penelitian diolah peneliti tahun 2017
Gambar IV.2
Dari hasil ditribusi data tersebut diatas yang ditunjukkan pada
Tabel IV.3 dan Gambar IV.2, frekuensi terbanyak berada di rentang
1,90 – 2,10 yaitu sebesar 74% atau 25 perusahaan. Artinya sebesar
74% perusahaan perbankan yang menjadi sampel memiliki nilai
komposit Self-Assesement yang masuk kedalam peringkat 2. Peringkat
2 tersebut memiliki arti bahwa “mencerminkan Manajemen Bank
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telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara
umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas
prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat
kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance,
maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat
diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank”.
Sedangkan frekuensi terkecil berada di rentang 2,20 – 2,40 yaitu
sebesar 0% atau 0 perusahaan.
3. Profitabilas
Berdasarkan Tabel IV.1 diatas, dapat diketahui bahwa Profitabilitas
memiliki nilai minimum sebesar 0,00 yang terdapat pada 4 perusahaan
perbankan yaitu Bank Agris Tbk, Bank Victoria International Tbk,
Bank Artha Graha Internasional Tbk, PT Bank Nationalnobu Tbk.
Nilai maksimum Profitabilitas yaitu sebesar 0,04 yang terdapat pada
Bank Central Asia Tbk dan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kemudian data Profitabilitas dihitung, menghasilkan nilai rata-rata
(mean) sebesar 0,0161 dan simpangan baku (Std.dev) sebesar
0,00980.
Selanjutnya data yang sudah dikumpulkan menghasilkan tabel
distribusi frekuensi data Profitabilitas yaitu dengan menghitung range,
menentukan banyak kelas interval, dan panjang kelas menggunakan
rumus Sturges. Range dari Profitabilitas adalah 0,04 dengan
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banyaknya kelas interval (k) sebanyak 6 kelas dengan rumus
K=1+3,3log34. Panjang kelas adalah 0,007. Lalu dari data tersebut
dibuatlah tabel distribusi frekuensi untuk Profitabilitas berikut ini.
Tabel IV.4
Tabel Distribusi Frekuensi Profitabilitas
Kelas Interval Batas FrekuensiBawah Atas Absolut Relatif
0.000 - 0.006 -0.001 0.007 5 15%
0.007 - 0.013 0.007 0.014 9 26%
0.014 - 0.020 0.014 0.021 11 32%
0.021 - 0.027 0.021 0.028 4 12%
0.028 - 0.034 0.028 0.035 3 9%
0.035 - 0.041 0.035 0.042 2 6%
34 100%
Sumber: Data penelitian diolah peneliti tahun 2017
Gambar IV.3
Dari hasil ditribusi data tersebut diatas yang ditunjukkan pada
Tabel IV.4, frekuensi terbanyak berada di rentang 0,014 – 0,020 yaitu
sebesar 32% atau 11 perusahaan. Sedangkan frekuensi terkecil berada
di rentang 0,035 – 0,041 yaitu sebesar 6% atau 2 perusahaan.
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B. Uji Normalitas
Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui data yang kita pakai
dalam penelitian apakah sudah berdistribusi normal/tidak. Seperti kita ketahui
bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti
distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi
tidak valid. Untuk menguji normalitasnya maka penelitian ini akan melalui
analisis grafik dan statistik. Analisis grafiknya dengan melihat grafik
histogram dan grafik normal plot (P-PlotTest). Sedangkan untuk analisis
statistiknya digunakanlah uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan taraf
signifikansi yaitu sebesar 0,05 (5%).Dalam proses pengujian grafik yaitu
dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi
dengan distribusi yang mendekati distribusi normal sedangkan pada P-Plot
Test, dilakukan dengan melihat penyebaran data (dots) di Normal P-Plot Test




Sumber: Output SPSS v.22.0
Pada Gambar IV.4, grafik histogram terlihat sudah menunjukkan pola
distribusi yang mendekati distribusi normal (tidak melenceng ke kanan atau
ke kiri). Sedangkan pada Gambar IV.5, P-Plot terlihat titik-titik menyebar
dan mengikuti arah garis diagonalnya. Dari kedua grafik ini menunjukkan
bahwa distribusi data normal dan model regresi sudah memenuhi asusmsi
normalitas.
Agar lebih meyakinkan, selain menggunakan analisis grafik juga
digunakan analisis statistik maka dilakukan uji normalitas dengan
menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan tingkat
signifikansi yaitu sebesar 5% (0,05). Apabila tingkat signifikansi yang
dihasilkan lebih besar dari 5% (0,05) maka data dinyatakan berdistribusi
normal. Namun sebaliknya, apabila tingkat signifikansi yang dihasilkan lebih
kecil dari 5%  (0,05), maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.
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Berikut adalah hasil dari pengujian normalitas dengan menggunakan







Normal Parametersa,b Mean .0000000
Std. Deviation .10117267




Asymp. Sig. (2-tailed) .051c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
Sumber: Output SPSS v.22.0
Pada Tabel IV.5, dapat dilihat hasil uji normalitas dengan
menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Tingkat signifikansi
CETR, Corporate Governance dan Profitabilitas sebesar 0,051 >
0,05.Dengan begitu maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.
C. Uji Asumsi Klasik
Tujuan dari pengujian asumsi klasik ini yaitu untuk mengetahui
apakah model regresi yang kita gunakan sudah baik. Dalam uji asumsi klasik
ini, jumlah sampel yang kita gunakan harus terbebas dari bias untuk
menghindari kesalahan. Uji asumsi klasik tersebut terdiri atas:
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1. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas ini digunakan untuk mengetahui apakah ada
penyimpangan asumsi klasik berupa multikolinearitas atau tidak, yaitu
antar-variabel independen yang saling berhubungan dalam model
regresi. Apabila seluruh atau sebagian variabel bebas berkorelasi kuat
maka dapat disimpulkan terjadi multikolinearitas. Pedoman model
regresi yang menunjukkan bebas multikolinearitas yaitu:
a. Nilai VIF (Variance Inflation Factor) < 10












B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) .627 .143 4.394 .000
Corporate Governance -.145 .067 -.365 -2.157 .039 .905 1.105
Profitabilitas -4.437 1.950 -.385 -2.275 .030 .905 1.105
Dari Tabel IV.6 diatas menunjukkan bahwa tiap-tiap variabel
mempunyai nilai VIF (Variance Inflation Factor) Corporate
Governance dan Profitabilitas sebesar1,105 (VIF < 10) untuk semua
variabel bebas/independen dan nilai tolerance Corporate Governance
dan Profitabilitas sebesar 0,905 (tolerance >0,10), sehingga tidak ada
masalah multikolinearitas yang berarti. Maka dari hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa diantara variabel-variabel bebas/independen tidak
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saling mempengaruhi sehingga tidak terdapat multikolinearitas pada
model regresi digunakan dalam penelitian ini.
2. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam
model regresi terdapat penyimpangan asumsi klasik autokorelasi atau
tidak, yaitu terjadi korelasi antara residual pada satu pengamatan dan
pengamatan lain. Dalam penelitian ini digunakanlah Uji Durbin-





Model R R Square
Adjusted R
Square




1 .442a .195 .143 .10439 2.415
a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Corporate Governance
b. Dependent Variable: CETR
Sumber: Output SPSS v.22.0
Berdasarkan Tabel IV.7 diatas dapat dilihat bahwa nilai dari
Durbin-Watson yang diperoleh yaitu sebesar 2,415. Jika kita
bandingkan dengan nilai pada tabel Durbin-Watson dengan tingkat
signifikansi 0,05 (5%) jumlah sampel (n) = 34, jumlah variabel
independen (k) = 2 didapatlah nilai dU (batas atas) sebesar 1,5805,
nilai dL (batas bawah) sebesar 1,3325 serta 4-dU sebesar 2,4195.
Maka nilai Durbin-Watson dari hasil perhitungan diatas berada
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diantara dUdan 4-dU (dU<2,415<4-dU). Artinya tidak ada
autokorelasi baik positif maupun negatif. Sehingga dapat kita
simpulkan dalam penelitian ini tidak ada masalah autokorelasi.
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain yang dinamakan penyimpangan
asumsi klasik heterokedastisitas.
Ada bebarapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah
heterokedastisitas, salah satunya dengan cara melihat grafik plot
antara niai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan nilai residualnya
(SRESID).
Gambar IV.6
Sumber: Output SPSS v.22.0
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Scatter Plotyang ditampilkan pada Gambar IV.6 diatas tidak
memperlihatkan adanya sebuah pola tertentu, seperti menurun dari kiri
atas,pola menaik ke kanan atas, atau pola tertentu lainnya, serta titik-
titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka
dapat kita simpulkan bahwa model regresi terbebas dari
heterokedastisitas.
Agar lebih meyakinkan hasil dari uji heterokedastisitas diatas,
maka peneliti juga melakukan uji heterokedastisitas dengan
menggunakan Uji Glejser yang sering digunakan dalam penelitian-
penelitian sebelumnya. Uji Glejser ini dilakukan dengan cara
meregres nilai absolut residual terhadap variabel independennya. Hasil









T Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) .060 .089 .677 .504
Corporate Governance .016 .042 .072 .385 .703
Profitabilitas -.863 1.216 -.132 -.710 .483
a. Dependent Variable: ABS_RES
Sumber: Output SPSS v.22.0
Dari hasil pengujian yang disajikan dalam Tabel IV.8diatas diketahui
bahwa nilai signifikansi atau Sig. variabel Corporate Governance (X1)
sebesar 0,703 dan variabel Profitabilitas (X2) sebesar 0,483. Karena
kedua niai variabel independen tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga
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dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah atau gejala
heterokedastisitas dalam penelitian ini.
D. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda ialah hubungan secara linier antara
dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. pengujian ini
dilakukan untuk mengetahui arah hubungan antar variabel independen dengan
variabel dependen apakah masing-masing variabel independen memiliki
hubungan positif atau negatif, serta dari variabel dependen apabila nilai
variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Berikut adalah
output SPSS untuk uji analisis regresi linier berganda:
Tabel IV.9










B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) .627 .143 4.394 .000
Corporate Governance -.145 .067 -.365 -2.157 .039 .905 1.105
Profitabilitas -4.437 1.950 -.385 -2.275 .030 .905 1.105
a. Dependent Variable: CETR
Sumber: Output SPSS v.22.0
Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel IV.9
maka dapat dirumuskan model regresi sebagai berikut:
CETR = 0,627 – 0,145X1 – 4,437X2
79
Dengan persamaan linier regresi diatas, maka model regresi tersebut
dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
a. Koefisien konstanta = 0,627. Ini berarti, jika nilai dari Corporate
Governance (X1) dan Profitabilitas (X2) pada objek penelitian
sama dengan nol, maka besarnya variabel dependen CETR (Y)
akan sebesar 0,627.
b. Koefsien b1 = -0,145. Ini berarti, apabila nilai Corporate
Governance (X1) mengalami kenaikan 1 satuan, sementara variabel
lain bersifat tetap maka variabel CETR (Y) akan menurun sebesar
0,145. Koefisien bernilai negatif, artinya terjadi hubungan yang
negatif antara Corporate Governance dan CETR.
c. Koefsien b2 = -4,437. Hal ini berarti apabila nilai Profitabilitas (X2)
mengalami kenaikan 1 satuan, sementara variabel lain bersifat tetap
maka variabel CETR (Y) akan menurun sebesar 4,437. Koefisien
bernilai negatif, artinya terjadi hubungan yang negatif antara
Profitabilitas dan CETR.
E. Uji Hipotesis
1. Uji Koefisien Korelasi Parsial (Uji T)
Uji-T digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi
variabel corporate governance dan variabel profitabilitas secara
parsial berpengaruh signifikan terhadap CETR sebagai Penghindaran
Pajak. Uji-t tersebut dilakukan dengan membandingkan nilai
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thitungdengan ttabel, taraf signifikansi 5% : 2 = 2,5% (uji dua arah)
dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 34-2-1 = 31 (n adalah jumlah
sampel dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian
2 arah (two-tail), maka hasil diperoleh untuk ttabel2,0395 Sehingga
hasil pengujian menunjukkan sebagai berikut:
Tabel IV.10










B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) .627 .143 4.394 .000
Corporate Governance -.145 .067 -.365 -2.157 .039 .905 1.105
Profitabilitas -4.437 1.950 -.385 -2.275 .030 .905 1.105
Sumber: Output SPSS v.22.0
Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa Corporate
Governance berpengaruh terhadap CETR. Hasil perhitungan
menunjukkan bahwa thitung Corporate Governance sebesar -2,157
dengan ttabel 2,0395. Karena pada corporate governance nilai
thitung>ttabel yaitu 2,157 > 2,0369 dan bertanda negatif serta nilai
signifikansi corporate governance 0,039 <0,05, maka H0 ditolak dan
H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa corporate
governance berpengaruh signifikan terhadap CETR. Berdasarkan hasil
tersebut disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan
corporate governance berpengaruh terhadap CETR terbukti, sehingga
hipotesis pertama diterima.
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Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa Profitabilitas
berpengaruh terhadap CETR. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa
thitung Profitabilitas sebesar -2,275 dengan ttabel2,0395. Karena pada
profitabilitas nilai thitung> ttabel yaitu 2,275 >2,0395 dan bertanda
negatif serta nilai signifikansi profitabilitas 0,030 < 0,05, maka H0
ditolak dan H2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa
profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap CETR. Berdasarkan
hasil tersebut disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan
profitabilitas berpengaruh terhadap CETR terbukti, sehingga hipotesis
kedua diterima.
2. Uji F
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas
(independen) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
variabel terikat (dependen). Selain itu juga untuk mengetahui apakah
model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen
(CETR) atau tidak. Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini yaitu
apabila Fhitung < Ftabel maka H0 diterima, regresi tidak berarti. Jika
Fhitung> Ftabel maka H0 ditolak, regresi berarti.
Hasil Uji F (uji koefisien regresi secara bersama) tersebut
ditampilkan dalam tabel dibawah ini:
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Tabel IV.11
Uji Koefisien Regresi secara Bersama (Uji-F)
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression .082 2 .041 3.758 .035b
Residual .338 31 .011
Total .420 33
a. Dependent Variable: CETR
b. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Corporate Governance
Sumber: Output SPSS v.22.0
Dari hasil tersebut diatas, antara corporate governance dan
profitabilitas terhadap CETR menunjukkan bahwa Fhitung = 3,758 dan
Ftabel dengan df1 (jumlah variabel-1) = 3-1 = 2, df2 (n-k-1) = 34-2-1 =
31, taraf signifikansi sebesar 0,05 (5%) adalah 3,30. Artinya Fhitung >
Ftabel, maka H0 ditolak, sehingga ada pengaruh antara corporate
governance dan profitabilitas secara bersama-sama terhadap CETR.
Nilai signifikansi yaitu 0,035 < 0,05, maka H3 diterima, sehingga
menunjukkan pengaruh yang signifikan. Jadi dari hasil perhitungan
diatas dapat disimpulkan bahwa corporate governance dan
profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap CETR.
3. Uji Koefisien Korelasi Ganda (R)
Uji Koefisien Korelasi ini menunjukkan seberapa besar hubungan
yang terjadi antara variabel independen (corporate governance dan
profitabilitas) secara serentak terhadap variabel dependen (CETR).
Berikut ini adalah pedoman dalam interpretasi koefisien korelasi:
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a. 0,00 – 0,199 = sangat rendah
b. 0,20 – 0,399 = rendah
c. 0,40 – 0,599 = sedang
d. 0,60 – 0,799 = kuat
e. 0,80 – 1,00 = sangat kuat
Tabel IV.12
Hasil Analisis Korelasi Berganda
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square




1 .442a .195 .143 .10439 2.415
a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Corporate Governance
b. Dependent Variable: CETR
Sumber: Output SPSS v.22.0
Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka R sebesar 0,442. Hal ini
menunjukkan, terjadi hubungan yang sedang antara Corporate
Governance dan Profitabilitas terhadap CETR.
4. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Uji koefisien determinasi dalam regresi linier berganda dilakukan
untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel
independen (X1,X2,… Xn) secara serentak terhadap variabel dependen






Model R R Square
Adjusted R
Square




1 .442a .195 .143 .10439 2.415
a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Corporate Governance
b. Dependent Variable: CETR
Sumber: Output SPSS v.22.0
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persentase sumbangan
pengaruh variabel independen (Corporate Governance dan
Profitabilitas) terhadap variabel dependen (CETR) hanya sebesar
19,5%. Artinya, 80,5% CETR (Penghindaran Pajak) lebih
depengaruhi dan dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak
termasuk pada model penelitian ini.
F. Pembahasan
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan CETR sebagai
penghindaran pajak. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini
yaitu Corporate Governance dan Profitabilitas. Paragraf berikut akan
mendeskripsikan pembahasan bagaimana pengaruh Corporate Governance
dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.
Sebelum dilakukan uji hipotesis, model regresi yang digunakan telah
melewati dan memenuhi berbagai uji persyaratan untuk menjadi model
regresi yang baik. Yang pertama yaitu, data yang digunakan dalam penelitian
telah berdistribusi normal, ditunjukkan dari hasil pengujian analisis grafiknya
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dengan melihat grafik histogram dan grafik normal plot (P-Plot Test).
Sedangkan untuk analisis statistiknya digunakanlah uji One Sample
Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05 (5%).
Kemudian dari pengujian asumsi klasik, hasilnya membuktikan bahwa model
regresi yang kita gunakan sudah baik karena telah terbebas dari
multikolinearitas, tidak ada autokorelasi serta tidak mengalami
heterokedastisitas.
Persamaan regresi pada penelitian ini mempunyai Fhitung = 3,758 yang
lebih besar dari Ftabel= 3,30, dengan nilai signifikansinya 0,035 < 0,05. Dari
penelitian yang sudah dilakukan, maka diperolehlah hasil dari model
persamaan regresi bahwa Corporate Governance (X1) dan Profitabilitas (X2)
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap CETR (Y). Hal ini
berarti bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat
menjelaskan secara nyata variabel dependen (CETR).
Sementara itu, kemampuan persamaan regresi dalam menjelaskan
besarnya variasi yang terjadi pada variabel dependen (CETR) dapat kita lihat
pada nilai koefisien determinasinya. Nilai koefisien determinasi pada
penelitian ini yaitu sebesar 0,195 atau 19,5% dimana artinya kemampuan
model regresi dalam menjelaskan besarnya variasi yang terjadi dalam variabel
dependen cukup rendah yaitu hanya sebesar 19,5%. Sisanya, sebesar 80,5%
CETR, lebih besar dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang
digunakan dalam penelitian ini seperti karakter eksekutif, ukuran perusahaan,
leverage serta dimensi tata kelola perusahaan yang baik (komisaris
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independen, komite audit, kualitas audit). Semakin banyak variabel bebas
yang digunakan maka semakin besar pula nilai koefisien determinasinya.
Karena dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel bebas, maka nilai
koefisien determinasinya pun tidak terlalu besar.
1. Pengaruh Corporate Governance Terhadap CETR
Dari hasil penelitian ini dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan dan negative Corporate Governance terhadap CETR. Hasil
perhitungan menunjukkan bahwa thitungCorporate Governance sebesar
-2,157 dengan ttabel 2,0395. Karena pada corporate governance nilai
thitung > ttabel yaitu 2,157 >2,0395 dan bertanda negatif serta nilai
signifikansi corporate governance 0,039 < 0,05, maka H0 ditolak dan
H1 diterima, artinya bahwa corporate governance berpengaruh
signifikan terhadap CETR. Sehingga dapat disimpulkan dalam
penelitian ini Corporate Governance yang diukur menggunakan nilai
komposit self assessment perbankan mempunyai pengaruh yang
signifikan dengan praktik Penghindaran Pajak pada perusahaan
perbankan yang menjadi sampel.
Dari hasil perhitungan tersebut terlihat thitung Corporate
Governance yang diproksikan dengan nilai komposit self assessment
bernilai negatif terhadap CETR. Artinya terdapat hubungan yang
negatif antara corporate governance dengan CETR pada perusahaan
perbankan. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang dapat dilihat
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pada lampiran 8, yaitu apabila nilai komposit self assessmentnya
tinggi (BGTG = 2,50), maka CETR nya rendah (BGTG = 0,07)dan
ketika nilai komposit self assessmentnya rendah (BBCA = 1,00), maka
CETR nya tinggi (BBCA = 0,22).
Apabila nilai komposit self assessment corporate governancenya
tinggi (artinya kurang baik) maka Cash ETRnya akan rendah. Semakin
rendah Cash ETR, ini mengindikasikan semakin tinggi tingkat
penghindaran pajak perusahaan, seperti yang dikutip dari Budiman
dan Setiyono.68 Jadi dapat disimpulkan bahwa, semakin baik
corporate governance suatu perusahaan dalam hal ini nilai komposit
self assessmentnya kecil, akan menyebabkan penghindaran pajak
perusahaan juga akan menjadi kecil.
Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah perusahaan
perbankan dengan alasan perusahaan perbankan cenderung
mengimplementasikan corporate governance yang lebih baik, seperti
yang di kutip dari Suardijaya, dkk. Semakin baik pelaksanaan
corporate governance dalam perusahaan akan menekan tingkat
praktik penghindaran pajak perusahaan. Apabila perusahaan memiliki
tata kelola yang baik, perusahaan akan memiliki tingkat pengawasan
dan pengendalian yang tinggi melalui penyampaian informasi secara
transparan.69 Sehingga praktik penghindaran pajak pun akan menurun.
68Judi Budiman dan Setiyono, “Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax
Avoidance)”, (Semarang; Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, 2012)
69I Nyoman Suardijaya dkk, loc.cit.
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Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi yang dikutip dari
Darmawan dan Sukartha yaitu penerapan corporate governance
mempunyai tujuan untuk meminimumkan konflik keagenan. Konflik
keagenan timbul apabila tujuan yang ingin dicapai manajer
perusahaan tidak sejalan dengan kepentingan para pemegang saham.
Dengan kualitas corporate governance yang baik akan mengurangi
tindakan agresif agen dalam mengelola beban pajak yang bertujuan
untuk memaksimalkan pengembalian kepada principal dan
meningkatkan kinerja perusahaan.70
Selain itu hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya
yang dilakukan I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha. Hasil
perhitungannya memperoleh nilai signifikansi variabel corporate
governance 0,003 < α=0,05, hasil tersebut memiliki arti bahwa
corporate governance berpengaruh pada penghindaran pajak.71 Hasil
penelitian I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana juga
sesuai dengan hasil penelitian ini dimana proporsi dewan komisaris,
kualitas audit, komite audit yang merupakan proksi dari corporate
governance berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut
terlihat dari nilai signifikansi untuk proporsi dewan komisaris masing-
70 I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha, loc.cit.
71Ibid.
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masing sebesar 0,006, kualitas audit sebesar 0,007, dan komite audit
sebesar 0,001 (α< 0,05)72
2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap CETR
Selanjutnya dari hasil penelitian ini dinyatakan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan dan negatif Profitabilitas terhadap CETR.
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa thitung Profitabilitas sebesar -
2,275 dengan ttabel 2,0395. Karena pada profitabilitas nilai thitung> ttabel
yaitu 2,275 >2,0395 dan bertanda negatif serta nilai signifikansi
profitabilitas 0,030 < 0,05, maka H0 ditolak dan H2 diterima, artinya
bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap CETR. Sehingga
dapat disimpulkan dalam penelitian ini Profitabilitas yang diukur
menggunakan ROA ada kaitannya dengan praktik penghindaran pajak
pada perusahaan perbankan yang menjadi sampel.
Dari hasil perhitungan tersebut terlihat thitung Profitabilitas yang di
proksikan dengan ROA bernilai negatif terhadap CETR. Artinya
terdapat hubungan yang negatif antara profitabilitas dengan CETR
pada perusahaan perbankan. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang
dapat dilihat pada lampiran 8, yaitu apabila ROAnya tinggi (BBCA =
0,04), maka CETR nya rendah (BBCA = 0,22) dan ketika ROAnya
rendah (AGRS = 0,00), maka CETR nya tinggi (AGRS = 0,63).
72I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana, “Pengaruh Corporate governance,
Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur”, (E-jurnal Akuntansi
Universitas Udayana 9.2 (2014) : 525-539
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Apabila nilai profitabilitas suatu perusahaan tinggi maka Cash
ETRnya akan rendah. Semakin rendah Cash ETR, ini mengindikasikan
semakin tinggi tingkat CETR perusahaan, seperti yang dikutip dari
Budiman dan Setiyono.73 Hasil ini menunjukkan bahwa,
meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan dalam hal ini ROA,
akan menyebabkan penghindaran pajak perusahaan juga akan
meningkat.
Hasil penelitian sejalan dengan pecking order theory yaitu
pendanaan dari modal internal adalah pendanaan yang paling disukai
oleh perusahaan, karena itu agent akan memaksimalkan pengelolaan
asset internal yang dimilikinya supaya bisa mendapatkan kompensasi
kinerja dari principal serta insentif yang dapat mengurangi beban
pajak.
Selain itu, hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya
oleh Darmawan dan Sukartha, yaitu ROA berpengaruh signifikan
terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 <
0,05. Semakin tinggi ROA, semakin baik performa perusahaan dengan
menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Tingkat
profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak
efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan
membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif
perusahaan tersebut menjadi lebih rendah.74 Hasil penelitian ini juga
73Judi Budiman dan Setiyono, loc.cit.
74 I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha, loc.cit.
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didukung oleh penelitian I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit
Suardana. Hasil analisis menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,30
dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari (0,05) yang
artinya profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran
pajak.75 Hal ini menjelaskan ROA merupakan indikator kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga ROA merupakan
faktor penting yang berhubungan dengan pajak penghasilan bagi
perusahaan. Dengan tingginya nilai ROA akan dilakukan perencanaan
pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal melalui
penghindaran pajak.
Penelitian ini tentu masih memiliki beberapa keterbatasan diantaranya
sebagai berikut:
1. Penelitian ini hanya terbatas pada kajian empiris tentang variabel-
variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak, tetapi tidak sampai
pada pemecahan masalah tentang bagaimana dampak dari
penghindaran pajak itu sendiri terhadap perusahaan.
2. Ruang lingkup penelitian ini masih terbatas pada perusahaan sektor
keuangan, khususnya perbankan. Hal ini karena adanya keragaman
dari berbagai sektor yang ada di BEI yang dapat berpengaruh pada
hasil analisis. Sehingga hasil interprestasi masih belum mencerminkan
kesimpulan yang bersifat umum.
75 I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana, loc.cit.
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3. Variabel-variabel yang diteliti juga masih terbatas karena hanya
meneliti dua variabel bebas, yaitu corporate governance dan
profitabilitas. Sedangkan masih banyak variabel-variabel bebas lain
yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak namun tidak
dipergunakan dalam penelitian ini karena keterbatasan penulis.
4. Referensi dan teori-teori tentang penghindaran pajak yang berasal dari
buku masih sulit peneliti temukan, sehingga penulis mencari alternatif
lain dari berbagai jurnal dan hasil penelitian terdahulu.
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BAB V
KESIMPULAN, IMPLKASI, DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dilakukannya penelitian ini untuk mencari pengaruh antara Corporate
Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. Dari penelitian
yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa:
1. Pengaruh Corporate Governance yang di proksikan dengan nilai
komposit self assessment terhadap Penghindaran Pajak dengan proksi
CETR dalam penelitian ini terbukti memiliki pengaruh yang negatif
dan signifikan. Artinya semakin baik corporate governance suatu
perusahaan akan menyebabkan penghindaran pajak perusahaan
menjadi rendah.
2. Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Penghindaran Pajak dengan
proksi CETR dalam penelitian ini terbukti memiliki pengaruh yang
negatif dan signifikan. Artinya semakin tinggi profitabilitas suatu
perusahaan akan menyebabkan penghindaran pajak perusahaan
menjadi tinggi pula.
3. Corporate Governance dan Profitabilitas secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini berarti
bahwa variabel-variabel independen (Corporate Governance dan
Profitabilitas) yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan
secara nyata variabel dependen (Penghindaran Pajak).
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B. Implikasi
Setelah dilakukannya penelitian mengenai pengaruh antara Corporate
Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajakpada Perusahaan
Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2015-2016, maka diketahui
implikasinya adalah:
1. Corporate Governance yang diproksikan dengan nilai komposit self
assessment dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) dengan proksi CETR.
Hubungan negatif dan signifikan tersebut dapat terjadi karena
penerapan corporate governance dalam perusahaan dapat mencegah
agent melakukan usaha yang agresif dalam pengelolaan beban pajak
perusahaan. Dengan kualitas corporate governance yang baik akan
mengurangi tindakan agresif agen dalam mengelola beban pajak yang
bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian kepada principal dan
meningkatkan kinerja perusahaan.
2. Profitabilitas dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) yang diproksikan
dengan CETR. Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif
dengan tarif pajak efektif (Cash Effective Tax Rate) karena semakin
efisien perusahaan, maka akan membayar pajak yang lebih sedikit
juga sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih
rendah. Tingginya nilai ROA (profitabilitas) akan mendorong
perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang matang
95
sehingga menghasilkan pajak yang optimal melalui penghindaran
pajak.
Selain itu  terdapat implikasi praktek yang dapat dijadikan bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan di perusahaan serta menjadi
referensi dalam mendeteksi praktik penghindaran pajak, yaitu:
a. Bagi Perusahaan, dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam
melihat aspek-aspek corporate governance, serta kinerja perusahaan
dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak.
b. Bagi Investor, dapat menjadi referensi bagi investor dalam
pengambilan keputusan saat berinvestasi dengan mengetahui
perusahaan mana yang terdeteksi melakukan penghindaran pajak.
c. Bagi Pemerintah, dapat menjadi acuan pemerintah dalam menyusun
peraturan tentang penghindaran pajak, sehingga bisa mengoptimalkan
penerimaan pajak negara.
C. Saran
Setelah menyimpulkan dan membuat implikasi dari penelitian yang
telah dilakukan mengenai pengaruh antara Corporate Governance dan
Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan yang
terdaftar di BEI periode 2015-2016, maka penulis akan memberikan beberapa
masukan yaitu  sebagai berikut:
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1. Bagi Pihak Perusahaan
a. Diharapkan perusahaan dapat lebih konsisten dan benar dalam
penerapan corporate governance, bukan hanya sekedar untuk
memenuhi persyaratan dari BI. Sehingga kedepannya praktik
penghindaran pajak dapat diminimalisir dengan adanya
pengawasan dan tata kelola perusahaan yang lebih baik.
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
masukan yang dapat membantu pihak manajemen perusahaan
dalam memberikan keputusan tentang bagaimana mencegah
praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan perusahaan.
2. Bagi Peneliti yang akan datang
Penelitian yang akan datang hendaknya menambah dan
memperbanyak variabel seperti seperti karakter eksekutif, ukuran
perusahaan, leverage serta corporate social responsibility agar
lebih mendapatkan gambaran secara keseluruhan dari faktor-faktor
yang mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu, untuk
penelitian berikutnya bisa menggunakan proksi dari penghindaran
pajak (tax avoidance) yang lain seperti book tax gaap maupun
melalui aktivias tax shelter agar bisa dijadikan bahan perbandingan
hasil penelitian tentang penghindaran pajak.
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Lampiran 1.Daftar Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian
NO KODESAHAM NAMA EMITEN
1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk
2 AGRS Bank Agris Tbk
3 BACA Bank Capital Indonesia Tbk
4 BBCA Bank Central Asia Tbk
5 BBKP Bank Bukopin Tbk
6 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk
7 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
8 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk
9 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
10 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
11 BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk
12 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk
13 BGTG Bank Ganesha Tbk
14 BINA Bank Ina Perdana Tbk
15 BJBR Bank Jabar Banten Tbk
16 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
17 BMAS PT Bank Maspion Indonesia Tbk
18 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk
19 BNBA Bank Bumi Arta Tbk
20 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk
21 BSIM Bank Sinarmas Tbk
22 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
23 BVIC Bank Victoria International Tbk
24 DNAR PT Bank Dinar Indonesia Tbk
25 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk
26 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk
27 MCOR PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
28 MEGA Bank Mega Tbk
29 NAGA PT Bank Mitraniaga Tbk
30 NISP Bank OCBC NISP Tbk
31 NOBU PT Bank Nationalnobu Tbk
32 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk
33 PNBS PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
34 SDRA PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
102




































nilai max = 0.63





range = 0,63 - 0,07
= 0,56
banyak kelas interval = 1+3,3 (log34)
= 1+3,3 (1,532)
= 6.0556 dibulatkan menjadi 6
panjang kelas = range/banyak kelas
= 0,56 / 6
= 0,093 dibulatkan menjadi 0,1
Tabel Distribusi Frekuensi Penghindaran Pajak
Kelas Interval Batas FrekuensiBawah Atas Absolut Relatif
0.07 - 0.16 0.065 0.165 3 9%
0.17 - 0.26 0.165 0.265 16 47%
0.27 - 0.36 0.265 0.365 9 26%
0.37 - 0.46 0.365 0.465 3 9%
0.47 - 0.56 0.465 0.565 2 6%
0.57 - 0.66 0.565 0.665 1 3%
34 100%
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nilai max = 2.50





range = 2,50 - 1,00
= 1,50
banyak kelas interval = 1+3,3 (log34)
= 1+3,3 (1,532)
= 6.0556 dibulatkan menjadi 6
panjang kelas = range/banyak kelas
= 1,50 / 6
= 0,25 dibulatkan menjadi 0,3
Tabel Distribusi Frekuensi Corporate Governance
Kelas Interval Batas FrekuensiBawah Atas Absolut Relatif
1.00 - 1.20 0.95 1.25 1 3%
1.30 - 1.50 1.25 1.55 4 12%
1.60 - 1.80 1.55 1.85 2 6%
1.90 - 2.10 1.85 2.15 25 74%
2.20 - 2.40 2.15 2.45 0 0%
2.50 - 2.70 2.45 2.75 2 6%
34 100%
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nilai max = 0.04





range = 0,04 - 0,00
= 0,04
banyak kelas interval = 1+3,3 (log34)
= 1+3,3 (1,532)
= 6.0556 dibulatkan menjadi 6
panjang kelas = range/banyak kelas
= 0,04 / 6
= 0,00667 dibulatkan menjadi 0,007
Tabel Distribusi Frekuensi Profitabilitas
Kelas Interval Batas FrekuensiBawah Atas Absolut Relatif
0.000 - 0.006 -0.001 0.007 5 15%
0.007 - 0.013 0.007 0.014 9 26%
0.014 - 0.020 0.014 0.021 11 32%
0.021 - 0.027 0.021 0.028 4 12%
0.028 - 0.034 0.028 0.035 3 9%
0.035 - 0.041 0.035 0.042 2 6%
34 100%
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Lampiran 5.Data Perhitungan Penghindaran Pajak
NO KODE TAHUN PAJAK YG DIBAYAR LABA SEBELUM PAJAK CETR
1 AGRO 2015 Rp         26,579,889,000 Rp            110,795,268,000 0.2399
2 AGRO 2016 Rp         38,234,596,000 Rp            141,265,512,000 0.2707
3 AGRS 2015 Rp           4,387,000,000 Rp                6,450,000,000 0.6802
4 AGRS 2016 Rp           3,588,000,000 Rp                6,263,000,000 0.5729
5 BACA 2015 Rp         28,492,000,000 Rp            119,648,000,000 0.2381
6 BACA 2016 Rp         32,849,000,000 Rp            126,025,000,000 0.2607
7 BBCA 2015 Rp    5,022,385,000,000 Rp       22,657,114,000,000 0.2217
8 BBCA 2016 Rp    5,681,162,000,000 Rp       25,839,200,000,000 0.2199
9 BBKP 2015 Rp       232,880,000,000 Rp         1,178,728,000,000 0.1976
10 BBKP 2016 Rp       300,521,000,000 Rp         1,357,170,000,000 0.2214
11 BBMD 2015 Rp         74,279,201,585 Rp            322,435,830,772 0.2304
12 BBMD 2016 Rp         69,338,130,323 Rp            239,866,206,854 0.2891
13 BBNI 2015 Rp    3,470,990,000,000 Rp       11,466,148,000,000 0.3027
14 BBNI 2016 Rp    3,583,629,000,000 Rp       14,302,905,000,000 0.2506
15 BBNP 2015 Rp         22,786,474,000 Rp              90,314,736,000 0.2523
16 BBNP 2016 Rp           6,177,467,000 Rp              12,072,789,000 0.5117
17 BBRI 2015 Rp    7,000,011,000,000 Rp       32,494,018,000,000 0.2154
18 BBRI 2016 Rp    6,182,996,000,000 Rp       33,973,770,000,000 0.1820
19 BBTN 2015 Rp       647,413,000,000 Rp         2,541,886,000,000 0.2547
20 BBTN 2016 Rp       938,172,000,000 Rp         3,330,084,000,000 0.2817
21 BBYB 2015 Rp           6,201,118,542 Rp              34,479,914,982 0.1798
22 BBYB 2016 Rp         17,852,605,482 Rp              92,287,550,408 0.1934
23 BDMN 2015 Rp    1,924,029,000,000 Rp         3,281,534,000,000 0.5863
24 BDMN 2016 Rp    1,629,724,000,000 Rp         4,393,037,000,000 0.3710
25 BGTG 2015 Rp              139,000,000 Rp                7,396,000,000 0.0188
26 BGTG 2016 Rp           6,058,000,000 Rp              52,620,000,000 0.1151
27 BINA 2015 Rp           3,918,000,000 Rp              21,305,000,000 0.1839
28 BINA 2016 Rp           4,927,000,000 Rp              22,871,000,000 0.2154
29 BJBR 2015 Rp       260,088,000,000 Rp         1,766,398,000,000 0.1472
30 BJBR 2016 Rp       457,286,000,000 Rp         1,463,908,000,000 0.3124
31 BJTM 2015 Rp       442,877,000,000 Rp         1,261,253,000,000 0.3511
32 BJTM 2016 Rp       464,049,000,000 Rp         1,452,128,000,000 0.3196
33 BMAS 2015 Rp           8,290,847,000 Rp              54,653,642,000 0.1517
34 BMAS 2016 Rp         28,402,026,000 Rp              91,999,097,000 0.3087
35 BMRI 2015 Rp    5,299,131,000,000 Rp       26,369,430,000,000 0.2010
36 BMRI 2016 Rp    5,943,662,000,000 Rp       18,572,965,000,000 0.3200
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37 BNBA 2015 Rp         19,473,950,216 Rp              77,645,849,266 0.2508
38 BNBA 2016 Rp         28,009,593,102 Rp            106,483,022,630 0.2630
39 BNGA 2015 Rp       272,129,000,000 Rp            570,004,000,000 0.4774
40 BNGA 2016 Rp       546,888,000,000 Rp         2,850,708,000,000 0.1918
41 BSIM 2015 Rp         20,566,000,000 Rp            238,953,000,000 0.0861
42 BSIM 2016 Rp         41,891,000,000 Rp            493,630,000,000 0.0849
43 BTPN 2015 Rp       689,364,000,000 Rp         2,432,611,000,000 0.2834
44 BTPN 2016 Rp       768,371,000,000 Rp         2,604,519,000,000 0.2950
45 BVIC 2015 Rp         32,310,066,000 Rp              93,997,406,000 0.3437
46 BVIC 2016 Rp         29,536,626,000 Rp              92,860,786,000 0.3181
47 DNAR 2015 Rp           2,558,103,037 Rp              18,078,150,935 0.1415
48 DNAR 2016 Rp           5,184,934,032 Rp              17,069,468,996 0.3038
49 INPC 2015 Rp         60,105,000,000 Rp              84,258,000,000 0.7133
50 INPC 2016 Rp         31,261,000,000 Rp              92,424,000,000 0.3382
51 MAYA 2015 Rp       222,935,011,000 Rp            878,212,838,000 0.2539
52 MAYA 2016 Rp       187,413,618,000 Rp         1,087,199,550,000 0.1724
53 MCOR 2015 Rp         19,804,000,000 Rp              96,528,000,000 0.2052
54 MCOR 2016 Rp         38,427,000,000 Rp              79,445,000,000 0.4837
55 MEGA 2015 Rp       123,792,000,000 Rp         1,238,769,000,000 0.0999
56 MEGA 2016 Rp       393,274,000,000 Rp         1,545,423,000,000 0.2545
57 NAGA 2015 Rp           4,882,107,256 Rp              14,586,860,375 0.3347
58 NAGA 2016 Rp           4,384,779,405 Rp              16,408,093,889 0.2672
59 NISP 2015 Rp       534,297,000,000 Rp         2,001,461,000,000 0.2670
60 NISP 2016 Rp       784,535,000,000 Rp         2,351,102,000,000 0.3337
61 NOBU 2015 Rp           3,306,000,000 Rp              22,715,000,000 0.1455
62 NOBU 2016 Rp           6,186,000,000 Rp              39,232,000,000 0.1577
63 PNBN 2015 Rp    1,162,486,000,000 Rp         2,457,684,000,000 0.4730
64 PNBN 2016 Rp       887,700,000,000 Rp         3,306,183,000,000 0.2685
65 PNBS 2015 Rp         30,544,086,000 Rp              75,372,666,000 0.4052
66 PNBS 2016 Rp           9,516,543,000 Rp              27,751,225,000 0.3429
67 SDRA 2015 Rp         53,288,000,000 Rp            362,094,000,000 0.1472
68 SDRA 2016 Rp       132,332,000,000 Rp            419,489,000,000 0.3155
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Lampiran 6.Data Nilai Komposit Self-AssessementCorporate Governance
NO KODE TAHUN Nilai Komposit Self-Assessement
1 AGRO 2015 2
2 AGRO 2016 2
3 AGRS 2015 2
4 AGRS 2016 2
5 BACA 2015 2
6 BACA 2016 2
7 BBCA 2015 1
8 BBCA 2016 1
9 BBKP 2015 2
10 BBKP 2016 2
11 BBMD 2015 2
12 BBMD 2016 3
13 BBNI 2015 2
14 BBNI 2016 2
15 BBNP 2015 2
16 BBNP 2016 2
17 BBRI 2015 1.17
18 BBRI 2016 2
19 BBTN 2015 2
20 BBTN 2016 2
21 BBYB 2015 1.87
22 BBYB 2016 1.95
23 BDMN 2015 1.2
24 BDMN 2016 1.55
25 BGTG 2015 2
26 BGTG 2016 3
27 BINA 2015 2
28 BINA 2016 2
29 BJBR 2015 2
30 BJBR 2016 2
31 BJTM 2015 2
32 BJTM 2016 2
33 BMAS 2015 2
34 BMAS 2016 2
35 BMRI 2015 2
36 BMRI 2016 1
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37 BNBA 2015 2
38 BNBA 2016 2
39 BNGA 2015 1.52
40 BNGA 2016 1.54
41 BSIM 2015 2
42 BSIM 2016 2
43 BTPN 2015 2
44 BTPN 2016 2
45 BVIC 2015 2
46 BVIC 2016 2
47 DNAR 2015 2
48 DNAR 2016 2
49 INPC 2015 1.73
50 INPC 2016 1.55
51 MAYA 2015 2
52 MAYA 2016 2
53 MCOR 2015 2
54 MCOR 2016 2
55 MEGA 2015 2
56 MEGA 2016 2
57 NAGA 2015 2
58 NAGA 2016 2
59 NISP 2015 1
60 NISP 2016 2
61 NOBU 2015 2
62 NOBU 2016 2
63 PNBN 2015 2
64 PNBN 2016 2
65 PNBS 2015 2
66 PNBS 2016 2
67 SDRA 2015 2
68 SDRA 2016 2
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Lampiran 7.Data Perhitungan Profitabilitas
NO KODE TAHUN LABA SEBELUM PAJAK TOTAL ASET AWAL TOTAL ASET AKHIR ROA
1 AGRO 2015 Rp 110,795,268,000 Rp         6,388,305,061,000 Rp         8,364,502,563,000 0.0150
2 AGRO 2016 Rp            141,265,512,000 Rp         8,364,502,563,000 Rp       11,377,960,721,000 0.0143
3 AGRS 2015 Rp                6,450,000,000 Rp 4,101,329,000,000 Rp         4,217,368,000,000 0.0016
4 AGRS 2016 Rp                6,263,000,000 Rp         4,217,368,000,000 Rp         4,059,950,000,000 0.0015
5 BACA 2015 Rp            119,648,000,000 Rp         9,252,649,000,000 Rp 12,159,197,000,000 0.0112
6 BACA 2016 Rp            126,025,000,000 Rp       12,159,197,000,000 Rp       14,207,414,000,000 0.0096
7 BBCA 2015 Rp       22,657,114,000,000 Rp     553,155,534,000,000 Rp     594,372,770,000,000 0.0395
8 BBCA 2016 Rp 25,839,200,000,000 Rp     594,372,770,000,000 Rp     676,738,753,000,000 0.0407
9 BBKP 2015 Rp         1,178,728,000,000 Rp       79,053,261,000,000 Rp       94,366,502,000,000 0.0136
10 BBKP 2016 Rp         1,357,170,000,000 Rp       94,366,502,000,000 Rp     105,406,002,000,000 0.0136
11 BBMD 2015 Rp            322,435,830,772 Rp         8,675,437,842,124 Rp         9,409,596,959,532 0.0357
12 BBMD 2016 Rp            239,866,206,854 Rp         9,409,596,959,532 Rp       10,587,950,826,941 0.0240
13 BBNI 2015 Rp       11,466,148,000,000 Rp     416,573,708,000,000 Rp     508,595,288,000,000 0.0248
14 BBNI 2016 Rp       14,302,905,000,000 Rp     508,595,288,000,000 Rp     603,031,880,000,000 0.0257
15 BBNP 2015 Rp              90,314,736,000 Rp 9,468,873,488,000 Rp         8,613,113,759,000 0.0100
16 BBNP 2016 Rp              12,072,789,000 Rp         8,613,113,759,000 Rp         7,705,782,413,000 0.0015
17 BBRI 2015 Rp       32,494,018,000,000 Rp     801,984,190,000,000 Rp 878,426,312,000,000 0.0387
18 BBRI 2016 Rp       33,973,770,000,000 Rp     878,426,312,000,000 Rp  1,003,644,426,000,000 0.0361
19 BBTN 2015 Rp         2,541,886,000,000 Rp     144,582,353,000,000 Rp     171,807,592,000,000 0.0161
20 BBTN 2016 Rp 3,330,084,000,000 Rp     171,807,592,000,000 Rp     214,168,479,000,000 0.0173
21 BBYB 2015 Rp              34,479,914,982 Rp         2,691,128,729,113 Rp         3,417,884,043,755 0.0113
22 BBYB 2016 Rp              92,287,550,408 Rp 3,417,884,043,755 Rp         4,134,764,164,784 0.0244
23 BDMN 2015 Rp         3,281,534,000,000 Rp     195,820,856,000,000 Rp     188,057,412,000,000 0.0171
24 BDMN 2016 Rp         4,393,037,000,000 Rp     188,057,412,000,000 Rp     174,086,730,000,000 0.0243
25 BGTG 2015 Rp                7,396,000,000 Rp         2,135,757,190,000 Rp         1,974,416,000,000 0.0036
26 BGTG 2016 Rp              52,620,000,000 Rp         1,974,416,000,000 Rp         4,235,925,000,000 0.0169
27 BINA 2015 Rp 21,305,000,000 Rp         1,951,836,000,000 Rp         2,081,523,000,000 0.0106
28 BINA 2016 Rp              22,871,000,000 Rp         2,081,523,000,000 Rp         2,359,089,000,000 0.0103
29 BJBR 2015 Rp         1,766,398,000,000 Rp 75,861,310,000,000 Rp       88,697,430,000,000 0.0215
30 BJBR 2016 Rp         1,463,908,000,000 Rp       88,697,430,000,000 Rp     102,318,457,000,000 0.0153
31 BJTM 2015 Rp         1,261,253,000,000 Rp       37,998,046,000,000 Rp 42,803,631,000,000 0.0312
32 BJTM 2016 Rp         1,452,128,000,000 Rp       42,803,631,000,000 Rp       43,032,950,000,000 0.0338
33 BMAS 2015 Rp              54,653,642,000 Rp         4,831,637,135,000 Rp         5,343,936,388,000 0.0107
34 BMAS 2016 Rp              91,999,097,000 Rp         5,343,936,388,000 Rp         5,481,518,940,000 0.0170
35 BMRI 2015 Rp       26,369,430,000,000 Rp     855,039,673,000,000 Rp     910,063,409,000,000 0.0299
36 BMRI 2016 Rp       18,572,965,000,000 Rp 910,063,409,000,000 Rp  1,038,706,009,000,000 0.0191
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37 BNBA 2015 Rp              77,645,849,266 Rp         5,155,422,644,599 Rp         6,567,266,817,941 0.0132
38 BNBA 2016 Rp            106,483,022,630 Rp         6,567,266,817,941 Rp 7,121,173,332,944 0.0156
39 BNGA 2015 Rp            570,004,000,000 Rp     233,162,423,000,000 Rp     238,849,252,000,000 0.0024
40 BNGA 2016 Rp         2,850,708,000,000 Rp     238,849,252,000,000 Rp     241,571,728,000,000 0.0119
41 BSIM 2015 Rp 238,953,000,000 Rp       21,259,549,000,000 Rp       27,868,688,000,000 0.0097
42 BSIM 2016 Rp            493,630,000,000 Rp       27,868,688,000,000 Rp       31,192,626,000,000 0.0167
43 BTPN 2015 Rp         2,432,611,000,000 Rp 75,059,223,000,000 Rp       81,039,663,000,000 0.0312
44 BTPN 2016 Rp         2,604,519,000,000 Rp       81,039,663,000,000 Rp       91,371,387,000,000 0.0302
45 BVIC 2015 Rp              93,997,406,000 Rp       21,364,882,284,000 Rp 23,250,685,651,000 0.0042
46 BVIC 2016 Rp              92,860,786,000 Rp       23,250,685,651,000 Rp       25,999,981,283,000 0.0038
47 DNAR 2015 Rp              18,078,150,935 Rp         1,641,425,490,770 Rp         2,073,669,626,056 0.0097
48 DNAR 2016 Rp              17,069,468,996 Rp         2,073,669,626,056 Rp         2,311,229,050,401 0.0078
49 INPC 2015 Rp              84,258,000,000 Rp       23,462,770,000,000 Rp       25,119,249,000,000 0.0035
50 INPC 2016 Rp              92,424,000,000 Rp 25,119,249,000,000 Rp       26,219,938,000,000 0.0036
51 MAYA 2015 Rp            878,212,838,000 Rp       36,194,949,087,000 Rp       47,305,953,535,000 0.0210
52 MAYA 2016 Rp         1,087,199,550,000 Rp       47,305,953,535,000 Rp 60,839,102,211,000 0.0201
53 MCOR 2015 Rp              96,528,000,000 Rp         9,769,591,000,000 Rp       10,089,121,000,000 0.0097
54 MCOR 2016 Rp              79,445,000,000 Rp       10,089,121,000,000 Rp       12,257,391,000,000 0.0071
55 MEGA 2015 Rp         1,238,769,000,000 Rp       66,582,460,000,000 Rp       68,225,170,000,000 0.0184
56 MEGA 2016 Rp         1,545,423,000,000 Rp       68,225,170,000,000 Rp       70,531,682,000,000 0.0223
57 NAGA 2015 Rp              14,586,860,375 Rp 1,892,362,149,138 Rp         2,038,205,238,810 0.0074
58 NAGA 2016 Rp              16,408,093,889 Rp         2,038,205,238,810 Rp         2,242,642,135,787 0.0077
59 NISP 2015 Rp         2,001,461,000,000 Rp     103,111,114,000,000 Rp 120,480,402,000,000 0.0179
60 NISP 2016 Rp         2,351,102,000,000 Rp     120,480,402,000,000 Rp     138,196,341,000,000 0.0182
61 NOBU 2015 Rp              22,715,000,000 Rp         5,777,122,000,000 Rp         6,703,377,000,000 0.0036
62 NOBU 2016 Rp              39,232,000,000 Rp         6,703,377,000,000 Rp         8,992,244,000,000 0.0050
63 PNBN 2015 Rp         2,457,684,000,000 Rp     172,638,682,000,000 Rp     183,120,540,000,000 0.0138
64 PNBN 2016 Rp         3,306,183,000,000 Rp 183,120,540,000,000 Rp     199,175,053,000,000 0.0173
65 PNBS 2015 Rp              75,372,666,000 Rp         6,206,504,337,000 Rp         7,134,234,975,000 0.0113
66 PNBS 2016 Rp              27,751,225,000 Rp         7,134,234,975,000 Rp 8,757,963,603,000 0.0035
67 SDRA 2015 Rp            362,094,000,000 Rp       16,432,776,000,000 Rp       20,019,523,000,000 0.0199
68 SDRA 2016 Rp            419,489,000,000 Rp       20,019,523,000,000 Rp       22,630,634,000,000 0.0197
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Lampiran 8.Data Gabungan 3 Variabel selama 2 tahun yang Sudah di Rata-Rata
NO KODE Nilai SA ROA CETR
1 AGRO 2.00 0.01 0.26
2 AGRS 2.00 0.00 0.63
3 BACA 2.00 0.01 0.25
4 BBCA 1.00 0.04 0.22
5 BBKP 2.00 0.01 0.21
6 BBMD 2.50 0.03 0.26
7 BBNI 2.00 0.03 0.28
8 BBNP 2.00 0.01 0.38
9 BBRI 1.59 0.04 0.20
10 BBTN 2.00 0.02 0.27
11 BBYB 1.91 0.02 0.19
12 BDMN 1.38 0.02 0.48
13 BGTG 2.50 0.01 0.07
14 BINA 2.00 0.01 0.20
15 BJBR 2.00 0.02 0.23
16 BJTM 2.00 0.03 0.34
17 BMAS 2.00 0.01 0.23
18 BMRI 1.50 0.02 0.26
19 BNBA 2.00 0.01 0.26
20 BNGA 1.53 0.01 0.33
21 BSIM 2.00 0.01 0.09
22 BTPN 2.00 0.03 0.29
23 BVIC 2.00 0.00 0.33
24 DNAR 2.00 0.01 0.22
25 INPC 1.64 0.00 0.53
26 MAYA 2.00 0.02 0.21
27 MCOR 2.00 0.01 0.34
28 MEGA 2.00 0.02 0.18
29 NAGA 2.00 0.01 0.30
30 NISP 1.50 0.02 0.30
31 NOBU 2.00 0.00 0.15
32 PNBN 2.00 0.02 0.37
33 PNBS 2.00 0.01 0.37
34 SDRA 2.00 0.02 0.23
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Lampiran 9.Hasil Output SPSS v.22.0
Descriptive Statistics
N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Penghindaran Pajak 34 .56 .07 .63 .2778 .11277
Corporate
Governance 34 1.50 1.00 2.50 1.9129 .28411
Profitabilitas 34 .04 .00 .04 .0161 .00980
Valid N (listwise) 34
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Lampiran 10.Uji F
Uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji-T)
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression .082 2 .041 3.758 .035b
Residual .338 31 .011
Total .420 33
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak
b. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Corporate Governance
Lampiran 11.Uji T










B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) .627 .143 4.394 .000
Corporate Governance -.145 .067 -.365 -2.157 .039 .905 1.105
Profitabilitas -4.437 1.950 -.385 -2.275 .030 .905 1.105
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Normal Parametersa,b Mean .0000000
Std. Deviation .10117267




Asymp. Sig. (2-tailed) .051c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
Lampiran 13. Uji Durbin Watson
Uji Durbin-Watson
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square




1 .442a .195 .143 .10439 2.415
a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Corporate Governance










T Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) .060 .089 .677 .504
Corporate Governance .016 .042 .072 .385 .703
Profitabilitas -.863 1.216 -.132 -.710 .483
a. Dependent Variable: ABS_RES









Lampiran 16.Laporan Self-Assesement Corporate Governance Perbankan
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